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MOTTO

“Cintailah apa yang dimiliki oleh orang lain
seperti mencintai milikmu sendiri.”

(H.R. Bukhari)
(ﬁ}\y)mﬂ;éb@‘ﬁl.,ééarfbiyﬁ\f

“ Sescorang di antara kamu belum dikatakan heriman dengan sempurna
kecuali fika ia telah mencintai (kebaikan) saudaranya

seperti mencintai kebaikannya sendiri.”

(H.R. Bukhari dan Muslim)
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Bercdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987
tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi

sebagai berikut:

1 Konsonan

Izru;%f Nama Huruf Latin Nama
} alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba b be
< ta C te
& tsa ts te dan es
z jim j je
d ha h ha (dengan garis bawah)
t kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 dzal dz de dan zet
J Ra r ‘ er
B zai z zet
o sin S cs
v syin sy es dan ye
U shad N sh es dan ha
Ul dhad dh de dan ha
b tha th te dan ha
B zha zh zet dan ta

viii



g ‘ain R koma terbalik di atas

é gain gh ge dan ha

a fa f ef

%] qaf q ki

S kaf k ka

J lam I el

3 mim m em

) nun n en

39 wau w we

2 ha ha

s hamzah A apostrof.

7 ya ya ye

I  Vokal
» Vokal Tunggal (monofitong)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_— Fathah a a
i — Kasrah i 1

— Dhammah u u

o

(ERVETE. W]

- L

ditulis jama a

ditulis yahsabu

» Vokal rangkap (diftong)

83

ditulis dzukira

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
6 . fathah dan ya ai adani
3 . fathah dan wawu au adanu

ditulis bai'a

X




LJJ“ ditulis haula

III Maddah

Gabungan

Tanda dan Huraf | Nama huruf Nama
YU B fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
... kasrah dan ya i i dan garis di atas
\9’ .. dhammah dan wawu a u dan garis di atas
&\-.’ ditulis bd'a ' d:é ditulis gila
s ditulis sa'd Jsay  ditulis rasilu

IV Ta’ marbithah di akhir kata
Transliterasi untuk ta® marbuthah ada dua
» Ta’ marbithah hidup ditulis /t/.
» Ta’ marbithah mati ditulis /b/.

A'C'J‘J""“ ditulis muzara'ah

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata

N

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

datk ditulis Thalhah

3, )\9-'\-65‘:\:\5'4-43‘ ditulis al-Madinah al-Munawwarah



VI

VII

Syaddah (Tasydid)
Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:

U'U ditulis rabband

A ditulis al-birr

Kata Sandang

> Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang saina dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

> Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai derigan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung/hubung.

Contoh:

JaJ  ditulis ar-rajulu

?ﬁ-“ ditulis al-galamu

Penulisan Kata-kata
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua
cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Xi



(),ﬁj\ s egd A‘:\”CJ\J ditulis Wa innalldha lahuwa khairurrdzigin

VII1 Huruf Kapital

Penggdnaan huruf kapital seperti apa yang berlaky dalam EYD. -

IX Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah berkenaan dengan cara periwayatan

hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya: Ll (e L aa)

memakai simbol < dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dan

matan.

X  Singkatan-singkatan

SWT : Subhdnahu Wa Ta'dla

SAW : Shallallahu “Alaihi Wa Sallam
RA : Radhiyallahu ‘Anhu

H.R : Hadits Riwayat

hal. : Halaman

t.t. : Tanpa Tahun

dkk : Dan kawan-kawan

Cet. : Cetakan

terj. : Terjemah

Uu - Undang-undang

PUTS : Persaingan Usaha Tidak Sehat
No. : Nomor

X1l
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WALI ‘ADLAL DALAM PERNIKAHAN
(Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor: 02/pdt.p/2000/PA. Pwt)

A. Latar Belakang Masalah
Kedudukan wali dalam pernikahan adalah menjadi salah satu rukun.
Demikian sebagaimana pendapat yang men‘gatakan bahwa:

4 0. - s 0 2 %

ooy SRR Ty Iy g ) 5 By (e g S gy 87

Artinya: * Rukun-rukunnya (maksudnya rukun nikah itu ada lima yaitu) calon
istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighot. "l

Ini adalah pendapat berdasarkan madzhab Syafi’i dan Maliki. Adapaun
menurut madzhab Hambali, wali adalah bukan rukun tetapi syarat.2 Sementara
menurut madzhab Hanafi lebih rinci lagi dengan menjelaskan bahwa wali bukan

rukun dan bukan pula syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah

»

' Al-Bakry, /'anatu at-Tolibin, juz 3, (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 274. lihat juga Drs.
Ahmad Kuzari. M.A. dalam bukunya; Nikah Sebagai Perikatan. cet. |. (Jakarta:P.T. Raja Grafindo
Persada, 1995). bahwa 5 rukun tersebut dimasukan sebagai unsur pernikahan. Serta lihat juga pendapat
H. Aminudin, dalam bukunya Figih Munakahat 1, cet. |, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999). hal. 64-
68.

2 H. Abdul Rahman Ghazali, M.A, dalam bukunya Figih Afunakahat, cet. 1, (Bogor: Persada
Media, 2003), hal. 45, mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah
dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti
membasuh muka tatkala wudlu. takbiratul ikhram tatkala shalat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang
mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam
pekerjaan, seperti wudlu tatkala hendak shalat.



bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba

sahaya.’

Walaupun terdapat perbedaan pendapat para imam madzhab, keberadaan
wali tetap diperlukan dalam pernikahan. Sebab perwalian dalam pernikahan
adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang
dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang
yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya_sendiri.

Di Indonesia, telah diatur secara formal mengenai penyelenggara
pelaksanaan pernikahan bagi para pemeluk agama Islam, yaitu di kantor KUA
(kantor urusan Agama) yang berada di setiap kecamatan. Lembaga ini melakukan
tugasnya dibidang pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid,
zakat, wakaf dan baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan
keluarga sakinah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam dan Peyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

Dalam pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk, instansi ini
memiliki kewenangan dalam menentukan cukup tidaknya persyaratan sebelum
pelaksanaan pernikahan yang hendak dicatat dalam registrasi atau legalisasi
pernikahan dalam buku nikah. Apabilé setelah diperiksa persyaratannya dan

dipandang tidak cukup syarat, maka pihak KUA akan menolak pelaksanaan

’

* Ahmad bin Umar Ad-Dairobi, Figih Nikah, Terjemahan Heri Purnomo, Saiful Hadi, Cet. I,

(Jakarta: Mustaqim, 2003), hal. 154.

4 Dokumen kantor KUA Kecamatan Purwokerto utara.
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pernikahan dan menganjurkan untuk menempuh jalan meminta ijin dan
pengadilan agama, scbagaimana didalam Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah bab IV pasal 7 ayat
f, dan bab VI pasal 14 ayat 2-3.°

Sebab ditol'aknya pengajuan kehendak nikah oleh dua calon mempelai
diantaranya karena tidak adanya persetujuan dari wali, khususnya wali dari pihak
perempuan. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama
Purwokerto adalah pengajuan dari pe;nohon yang hendak menikah, namun
walinya menolak.

Pada tahun 2000, Sust Ambarwati binti Warid Rahardjo, mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama Purwokerto dalam duduk perkaranya,
bahwa bapak kandungnya selaku wali, menolak untuk menjadi wali dalam
pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Budiono bin Sutrisno
tanpa alasan yang jelas. Setelah diminta persetujuan wali dari saudara-saudara
yang lainnyapun, semua menolak menjadi wali dengan alasan yang kurang jelas
pula. Padahal keduanya saling mencintai dan sudah sepakat dan serta tekad bulat
membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah.

Oleh karena itu, atas anjuran pihak KUA, berdasarkan peraturan yang ada,
maka calon mempelai bisa meminta dispensasi atau ijin kepada Pengadilan

Agama, agar walinya adalah wali hakim.® Setelah mengajukan kasus permohonan

* Pemerintah R.1, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004
Tentang Pencatatan Nikah. Bab VI Pasal 14. ayat 1. (Jakarta: Dep. Agama, 2004), hal. 7.
% [bid, hal 5 dan 7.




-

yjin wali nikah, karena atasnya terdapat wali ‘adlal, maka Pengadilan Agama
Purwokerto mengabulkan permohonannya, dengan menyatakan bahwa wali nikah
pemohon sebagai wali ‘adlal, menetapkan kepala Kantor Urusan Agama

kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen selaku wali hakim, wali dari calon

mempelai.’
Berdasarkan permasalah yang ada, maka menarik bagi penulis untuk
i menganalisis penetapan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 02/pdt.p/2000/PA.
Pwt. Dalam kasus adanya wali ‘adlal. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih

jauh mengenai bagaimana para hakim memutuskan permohonan dalam kasus wali

‘adlal, dan dasar pertimbangan apa saja yang digunakan dalam penetapannya itu.

B. Penegasan Istilah
Judul skripsi ini adalah “Wali ‘Adlal Dalam Pernikahan” (Studi Analisis
Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:02/pdt.p/2000/PA. Pwt. Untuk
memberikan pemahaman mengenai maksud dan makna judul skripsi, maka di sini
penulis tegaskan maksud judul sebagai berikut:

1. Wali ‘Adlal dalam Pernikahan

Wali ‘Adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah

baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-

" Pengadilan Agama Purwokerto, Swrat Penetapan Nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt.
(Purwokerto: P.A. 2000). Lembar 1- 3.




masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsun;g,kan.8 Oleh karena 1tu
istilah wali ‘adlal hanya ada pada masalah pernikahan. Diluar masalah
pernikahan tidak dikenal adanya istilah wali ‘adlal. Untuk itulah penulis

menggunakan kalimat Wali ‘Adlal Dalam Pernikahan, dalam penulisan judul

skripsi ini.
Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:

02/pdt.p/2000/PA. Pwt.

Studi analisis adalah mempelajari dengan seksama dengan meneliti,
menelaah dan mengolah data yang ada. Adapun sumber data yang menjadi
obyek studi dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Pengadilan Agama

nomor 02/pdt.p/2000/PA.Pwt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis

simpulkan bahwa pada dasarnya rumusan masalah yang dapat ditarik adalah:

1.

2

o

Bagaimanakah penetapan Pengadilan Agama Purwokerto tentang wali ‘adlal.
Pertimbangan hukum apakah yang dijadikan dasar oleh para hakim

Pengadilan Agama Purwokerto dalam kasus wali “adlal.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

% Abdul Azis Dahlan (ed), £Ensiklopedi Hukum Islam, cet.], (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

1996), hal. 1339.



Di Indonesia yang mayoritas beragama I[slam menerapkan hukum bagi
penganutnya dalam masalah pernikahan sesuai dengan ajaran [slam, sebagaimana
hasil penyusunan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum [slam. Dalam undang-undang tersebut status
wali menjadi rui<un, sehingga apabila menikah tanpa wali maka KUA berhak
menolak, dengan alasan ada yang belum terpenuhi.

Dalam kasus ketika tidak adanya wali, pemerintah memberikan jalan dengan
menganjurkan untuk mengajuan dispensasi ijin nikah kepada pengadilan agama,
sebagimana dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477
Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Di Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai objek kajian penulisan ini, kasus
menganai wali ‘adlal sangat jarang sekali. Karena memang dalam masalah ini,
terkadang sebelum masuk ke Pengadilan Agama, pihak yang bermasalah sudah
terlebih dahulu tertangani di tahap kantor urusan agam (KUA). Yaitu adanya
upaya perdamaian yang di anjurkan oleh kepala KUA. Ini karena, salah satu tugas
kepala. KUA kecamatan berdasarkan nama dan uraian Jabatan pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang merupakan proyek peningkatan pendayagunaan
aparatur Departemen Agama R.I Sekertariat Jendral Biro Organisasi tahun
1995/1996 adalah menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di

bidang Urusan Agama Islam.'® Termasuk dalam masalah adanya wali ‘adlal.

10 Depag R 1., Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor urusan Agama Kecamatan, Proyek
Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama R.I. Sekertariat Jendral Biro Organisasi Tahun
1995/1996.

’



1995/1996 adalah menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang muncul di

bidang Urusan Agama Islam.'® Termasuk dalam masalah adanya wali *adlal.

Banyak pllli.l buku yang membahas tentang fiqih nikah atau munakahat,
seperti figih munakahat | karangan Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih
Munakahat, karangan Abdurahman Ghazali, Figih Keluarga, karangan Syekh
Hasan Ayyub, Fikih Nikah karangan Ahmad Umar Ad-Dairobi dan buku-buku
fikih lainnya. Didalamnya membahas lika-liku permasalahan seputar pernikahan,
dan lebih khusus lagi masalah wali.

Salah satu hasil penulisan yang juga memberikan cukup banyak masukan
dan pertimbangan selama penulisan ini adalah, hasil penulisan skripsi saudari
Nurul Ma’rifah, yang berjudul Peran KUA Dalam Menangangi Masalah Wali
“adlal (Studi Kasus DI Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005. Skripsi ini
berisi tentang Kasus wali ‘adlal dan penyelesaiannya di tingkat KUA. Dengan
begitu sangat mendukung dalam memberikan masukan, atas kasus yang sama
dalam tingkat penyelesaian yang berbeda. Dengan demikian maka sangat relevan
sekali, antara latar belakang kasus dan rangkaian penyelesaiannya sehingga
sampai di Pengadilan Agama.

Dengan banyaknya literature buku tentang pernikahan, maka dipandang
sangat membantu dalam menghubungkan obyek penelitian berupa surat

penetapan dengan dasar pertimbangan yang ada.

" Depag R.L., Nama Dan Uraian Jabatan Pada Kantor urusan Agama Kecamatan, Proyek

Pendayagunaan  Aparatur  Departemen Agama R.I. Sckertariat Jendral Biro  Organisasi  Tahun
1995/1996.



F. Metode Penelitian
Penulisan skripsi ini, adalah bentuk dari studi lapangan (field research).
Dalam penelitian .ini data diperoleh dari Pengadilan Agama Purwokerto, selaku
instansi yang berwenang menyelesaikan permasalahan wali adlal. Surat
keputusan pengadilan P.A Purwokerto, kemudian ditarik dasar penetapan
keputusan tersebut. Untuk memperkuat petunjuk pertimbangan keputusan, maka
diambil juga bebcrapa data dari kepustakaan seperti buku-buku, kitab maupun
apa saja yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Dengan sistematika
metode penggalian, metode penelitian dan analisis data, penulis terapkan sebagai
berikut:

I. Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan datanya, penulis pusatkan pada data-data
kepustakaan atau literature-literatur buku yang berkaitan serta menunjang
penulisan. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara sumber
data utama dengan data penunjang dalam penulisan skripsinya. Selain itu
untuk mencari kebenaran data, penulis juga melakukan observasi, dan Tanya

jawab. Untuk lebih jelasnya, dalam pegumpulan data disini penulis

menggunakan cara:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

fenomena yang diselidiki."" Salah satunya adalah penulis lakukan

" Sutrisno Hadi, Metodoligi Research, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, tt), hal. 136,
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observasi ke instansi Pengadilan Agama Purwokerto untuk mendapatkan
data-data yang diperlukan.
b. Interview ‘
Adalah suatu  metode atau cara  yang digunakan untuk
mendapatkan jawaban dari responden dengan tanya jawab sepihak. 12
penulis gunakan metode ini untuk mengumpulkan data-data dan
memperolehnya keterangan tentang masalah yang berkaitan dengan obyek
penelitian. Yaitu mengenai penetapan pengadilan, para pihak pemohon,
waktu pengajuan, gambaran penyelesaianya dan sebagainya.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu suatu  pengumpulan data  dengan
mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
legger, agenda dan sebagainya.”> Metode ini penulis terapkan dalam
melengkapi data yang penulis dapatkan mengenai masalah wali ‘adlal, dan
yang bersangkutan dengan permasalah itu.
2. Metode Analsis Data
Penelitian ini bersifat deskriptif. Karena hasil penelitian diungkapkan
dalam sebuah penulisan yang tersusn Dalam pemaparan yang berisi. Oleh

karena itu dalam penganalisaan datanya penulis menerapkan metode:

12 guharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakiek, Edisi revisi |V
(Jakarta: Rineka Cipta.1998), hal. 145.
" 1bid, hal. 236.



a.

Deskriptif analisis

Penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya,
kemudian menyimpulkan sebuah analisa. Analisis data itu sendiri adalah
proses mengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori,
dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan saran oleh data."
Content Analisis

Content analisis atau analisis isi adalah penganalisaan terhadap isi

dari setiap data yang ada yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan
analisa ini diharapkan dapat diperoleh sebuah pernyataan yang lengkap
dan benar dalam penelitiannya, sebab analisa isi lebih banyak

mengungkap isi sebuah buku."” Seperti buku perundang-undangan,

penctapan dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mehami isi, disini penulis mengkategorikan isi tulisan

dalam tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi dan bagian penutup.

Bagian pembuka terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing,

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan

daftar isi.

" Dr. Lexy J. Moelong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; P.T. Rosda Karya,
2000), hal. 103.

1S Saifudin  Azwar, Metode Penclitian Bidang Sosial, cet. |, Gajah Mada University
Yogyakarta: 2001, hal. 68. )
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Bagian isi terdiri dari lima bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, atau bab
I, bab dasar terori. ada pada bab Il. bab analisis, ada pada bab Ill dan IV. Dan
penutup pada bab V. lebih lanjut dapat penulis jelaskan;

Bab | pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, penegasan
istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitia;n
dan sistematika penulisan.

Bab 1l dasar pengetahuan wali nikah, yang didalamnya berisi penjelaasan
mengenai permasalahan wali dalam pernikahan, definisi, syarat-syarat wali,
pernikahan tanpa persetujuan wali, dan status hakim atau penguasa menjadi wali.

Bab 1l berisi mengenai analisa awal permasalahan, yaitu mengenai studi
kasus wali -adlal, studi kasus penyelesaian permohonan ijin menikah karena
adanya wali adal. Serta proses penyelesaian dan penetapannya.

Bab IV berisi analisa utama dalam penetapan Pengadilan Agama atas
permohonan menikah karena wali adal calon mempelai Susi Ambarwati bin
Warid Raharjo dengan Budiono bin Sutrisno. Yaitu analisis terhadap penetapan
hakim serta petimbangan hukum yang digunakan hakim.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

Terakhir adalah bagian penutup penulisan skripsi, didalamnya berisi daftar

pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.




BAB 11

WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Definisi wali nikah dan macamnya.

Istilah Wali berasal dari bahasa Arab, Weliyy yang berarti
pemegang suatu wilayah, yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik
umum maupun khusus. Wali juga diartikan sebagai pelindung,

penolong atau penguasa. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT

dalam surat Al-Ma’idah ayat 56:

z &
o Aok o . s s O s

('.b 4)3\ «._)JJ- db ‘)..A\ d”"l'“ 9 ‘d)ya) 9 d))\ J),.; b
o}iiw\
Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-
orang yang beriman menjadi penolongnya, ~maka
sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti
menang.”’
Dalam figih, wali berarti kewenangan melakukan akad tanpa
harus menunggu persetujuan orang lain.> Akad disini masih sifatnya

umum. Ada akad jual beli, akad nikah dan sebagainya. Oleh karena itu
istilah wali juga ada dalam masalah nikah, muamalah atau tasaruf
harta benda dan kekuasaan lainya.

Dalam masalah pernikahan, wali atau perwalian adalah suatu

kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang

! Dep. Agama R Al-Qur'an dan Terjemahnva, (Semarang: CV. Toha Putra.
1996), hal. 93.

? Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Edisi Bar. Editor Nina M
Armedo et.al. Cet. 1. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2005), hal. 243.
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dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan
tertentu pada orang yang dikuasainya itu demi kemaslahatannya
sendiri.’ Oleh karena itu wali nikah adalah mereka yang berhak

menjadi wali bagi perempuan yang menikah karena keturunan atau

kekuasaan.*
Berdasarkan pengertian di atas, Ada dua macam wali dari segi

asal dan sebabnya yang bisa kita pahami, yaitu:

1. Wali nikah sebab keturunan/wali nasab, terdiri uari sebagian orang
memiliki hubungan nasab dan dapat memaksakan haknya atau
disebut dengan wali mujbir, dan sebagian dari mereka yang tidak

memiliki hak memaksa, yang kemudian disebut dengan wali

mukhtar.

2 Wali nikah sebab kekuasaan secara hukum dan bukan berdasarkan
atas hubungan nasab, terdapat tiga macam yaitu wali hakim, wali

muhkam dan wali maula.

Urutan wali yang termasuk menjadi wali nasab menurut jumhur

ulama fikih adalah:

Ayah.

Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas.

saudara laki-laki seayah seibu.

Saudara laki-laki seayah saja.

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah ibu

Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah seibu.
Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

N O LA W

3 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzhab, cet. 1, terjemahan Maskur

AB dkk, ( Jakarta: Lentera, 1996), hal. 345.
“M. Abdul Mujieb dkk., Kamus Istilah Figih. Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Firdaus.

1994), hal 417.



9. Anak laki-laki no.7

10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya.

11. Saudara laki-laki seayah, seayah seibu

12. Saudara laki-laki scayah, seayah

13. Anak laki-laki no 11

I 4. Anak laki-laki no. 12 )

15. Anak laki-laki no 13 seterusnya. ’

Wali nasab scbagai wali yang berhak menikahkan karena ada
hubungan nasab dengan wanila yang akan melangsungkan
pernikahan, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wali Mujbir, yaitu wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya
untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa ijin dulu
dari yang bersangkutan. % Terdapat perbedaan pendapat dalam hai
yang berhak menjadi wali mujbir. Ada yang berpendapat bahwa
wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas.’
Sedangkan wali mujbir menurut Hanafi adalah setiap orang yang
tercantum dalam strukturisasi wali. Mereka semua bisa disebut
sebagai wali mujbir. Fungsi wali mujbir adalah hanya terbatas
pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan.

Kepadanya mereka berhak menjadi wali.®

Wali nasab diluar wali mujbir yang tidak mempunyai kewenangan

[OS]

memaksa dalam pernikahan seorang mempelai wanita. Yaitu

anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang

5 Slamet Abidin dan Aminudin, Figh Munakahat, jilid I, Hal. 90-91.
S Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkowinan,

(Yog: 'akarta: Liberty, 1999), hal. 46.
7 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’l,

Hanafi, Maliki, Hambali, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hal. 64.
8 Mohamad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), hal. 80.
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mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai
perempuan. Disebut juga wali nasab biasa.” Wali ini banyai(
sekali, sebagaimana dalam penjelasan urutan wali. Disebut juga
wali mukhtar, sebab menjadi alternatif atas keberadaan wali
n.1ujbir apabila tidak ada, atau berhalangan, atau sebab lainnya.
Dari kedua jenis wali nasab ini, dapat juga dikelompokan dalam
dua kategori yaitu:
1. Wali aqrab, yaitu nasab terdekat seperti ayah, anak laki-laki,

kakek, saudara laki-laki seibu dan seayah, saudara laki-laki

seayah, paman.

2. Wali ab’ad, yaitu nasab jauh seperti anak laki-laki paman dari
ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dan
seterusnya. '

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah

sebagai berikut:

Apabila wali aqrabnya non muslim.
Apabila wali agrabnya fasik.

Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
Apabila wali aqrabnya gila.

Apabila wali agrabnya bisu / tuli."!

Dos W

Untuk penjelasan mengenai wali karena kekuasaan/wali hakim

dan muhkam terdapat tiga macam yaitu:

® Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, hal 46.

1° Slamet Abidin dan Aminudin, Figih Munakahat Jilid 1, hal 9. Lihat juga
karangan M. Abdul Mujieb dkk. Kamus Istilah Figih, Hal. 417. .

"' Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'l
Hanafi, Maliki, Hambali, hal. 64. '
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1. Wali hakim, yaitu wali dalam pernikahan yang diserahkan kepada
pemerintah dan dalam hal ini kepada petugas Kantor Urusan
Agama (KUA), atau Hakim Pengadilan Agama sendiri apabila
memperoleh kuasa dari Kepala negara, karena adanya beberapa
alasan. Wali hakim akan bertindak sebagai wali apabila telah
ditentukan dalam Undang-undang."

2. Wali muhkam, yaitu wali yang diminta atau ditunjuk oleh
mempelai wanita yang,' dianggap mempunyai pengetahuan
keagamaan yang baik untuk menjadi wali, bukan dari sebab nasab
atau penguasa, disebabkan karena wali yang berhak tidak dapat
menjalankan tugasnya sebagai wali karena sebab tertentu atau
karena menolak menjadi wali. Demikian juga hakim tidak dapat
mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab."

3. Wali maula. Yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan
dalam perwaliannya bilamana peremuan itu rela menerimanya.
Perempuan yang ada disini terutama adalah hamba sahaya yang
berada dalam kekuasaanya. Menikahkan budak disini bisa
diartikan menikahkan dengan orang lain atau menikahkan dengan
dirinya sendiri tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja

perempuan tersebut rela menjadi istrinya."*

48,

12 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, hal.

> Ibid. Hal. 49
14 Glamet Abidin dan Aminudin, Figh Munakahat. him. 93.



18

Wali maula ada sebab berdasarkan atas‘dasar sebuah hadis

yang diriwayatkan dari ‘Uqbah bin Makram r.a.:

[ X

le.,\:.'c«upwy\ G ;ﬁ&wu.b-
wmgl.og.hu;ﬁ;u,s C’L’/u“f‘"‘
S8 Wi 03y & A 5858 16 o g

jo

-

Artinya: diriwayatkan dari ‘Ugbah bin Makram, diriwayatkan dari
Abu Qutaybah dari ‘Abdullah bin ‘Umar dari Nafi’ dari
Ibnu ‘Umar dari Nabi SAW. Bersabda: "Apabila seorang

hamba menikah tanpa persetyjuan tuannya, maka

nikahnya batal. "

Hadits di atas mengandung arti bahwa seorang budak berada
dalam kekuasaan majikan atau pemiliknya, bahkan termasuk dalam
hal wali nikah. Dengan demikian kedudukan pemilik budak tidak jauh
beda dengan kedudukan wali mujbir kepada anak wanitanya. Dalam
hal ini kekuasaan budak hampir mutlak berada di tangan seorang
tuannya.

Dalam pemahaman secara sederhana dari beberapa pengertian
wali, maka dapat penulis susun dalam sebuah diagram tentang
rangkaian dan urutan wali sebagaimana dijelaskan sebelumnya,

berikut:

'5 Al Hafidz Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid 1, (Beirut: Dar- al-Jinaan, tt),
hal. 633.



B.

Wali nikah

N

. Wali nasab Wali kekuasaan
/ y
Mujbir Mukhtar wali Wali Wali
Hakim Muhkam Maula
y
Agrab Agrab Ab’ad
y y
Ayabh, Wwali terdckat Wali selain wali
Kakek. yang ada dari aqrab, yang menjadi
pihak perempuan alternatif walinyaa
dilihat dari atau memungkinkan
urutannya. menjadi wali karena
menggantikan
dsb.

Syarat menjadi wali nikah dan urutannya.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, tentang
hukum wali dalam pernikahan. Sebagaimana menurut pendapat
madzhab Syafi’i, dan Maliki, bahwa wali hukumnya menjadi rukun.
Berbeda dengan pendapat madzhab Hambali, bahwa wali bukanlah
dihukumi rukun tetapi syarat untuk syahnya nikah. Sementara

menurut madzhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat
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dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah bisa memilih, tetapi: "

syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.'®

Perbedaan ini tidak kemudian menghapuskan periu adanya wali dalam

pernikahan.

*Karena wali merupakan pemegang kekuasaan atas orang yang

diwalikannya, maka tidak semua orang dengan mudah bisa dijadikan

wali. Untuk itu seorang wali harus harus memenuhi beberapa kriteria,

diantaranya;

1.

Bisa memilih (tidak dipaksa).

Tidak sah menikah dengan wali yang dipaksa.

Dewasa

Tidak sah menjadi wali anak kecil.

Berakal

Tidak berhak menjadi wali mereka yang ideot dan orang yang gila
terus menerus.

Merdeka

Tidak sah menjadi wali bagi mereka seorang hamba/budak dalam .
pernikahannya orang yang merdeka.
Wali itu seorang laki-laki

Tidak sah wali seorang perempuan.

Wali itu tidak Fasik.

Tidak sah menjadi wali mereka orang yang fasiq.

16 A hmad Bin Umar Ad-Dairobi, Fikih Nikah, hal. 154..
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7. Beragama Islam
Tidak sah menjadi wali mereka yang kafir, sebagaimana firman

Allah SWT adalam surat An-Nisa’: 141.
‘o -0 o}o /z/o,’ek,.’/ozo’/
Lo gl o 53080 0 i

Artinya: “ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-orang k(gir untuk memusnahkan orang-orang
yang beriman.”

8. Tidak rusak panca inderanya
9. Tidak berada dalam pembatasan (dibatasi haknya) karena idiot
atau bodoh.'®

Dalam masalah ini, Sayyid sabiq berpendapat bahwa Syarat wali
adalah: merdeka, berakal, sehat dan dewasa, beragama Islam.
Tentang syarat adil bagi wali, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa
seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak
kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan, kecuali kalau
kedurhakaanaya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena

wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya.

Karena itu haknya menajdi wali menjadi hilang."®

' Dep. Agama R.I. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hal. 80.
18 Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi, Figih Nikah. hal. 154-163.
1% Sayyid Sabbiq, Figih Sunah. Jilid 7, terjemahan Mohammad Thalib, cet. 20,

(Bandung: Al-Ma’arif, tt), hal. 11.
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Dan mayoritas mazhab sepakat, bahwa adil adalah syarat bagi.
hakim dan bukan pada wali dekat. Kecuali Hambali yang menysratkan
adil bagi setiap wali, baik wali hakim maupun wali yang dekat.”

Menurut Wahbah Zuhaili, dalam masalah seputar persyaratan
wali berdasarkan pengamatannya, dapat dikategorikan menjadi dua,
yaitu, dua syarat telah disepakati para fuqaha dan tiga syarat lainnya
masih diperdebatkan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan
hamba sahaya. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, catat mental
dan pemabuk tidak boleh menjadi wali. Begitu pula orang yang
cacat penglihatan karena umurnya yang sudah tua atau orang yang
sudah pikun dan hamba sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak
boleh menjadi wali karena tidak sempurnanya akal. Sedangkan
wali menuntut kesempurnaan. Adapun hamba sahaya tidak boleh
menjadi wali karena sibuk melayani majikannya dan ia tidak boleh
mengurusi hal-hal lain.

2. Antara wali dan yang diwaliinya satu agama. Seorang muslim
tidak boleh menjadi wali atas selain muslim. Begitu juga
sebaliknya. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang wali
tidak boleh menikahkan orang kafir dengan perempuan muslim
begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i, dan

lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik

20 pquhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Machab. hal 349.
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lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik

% Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Machab. hal 349.
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calon suami itu kafir atau muslim. Sedangkan menurut mazhab,
Maliki, wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab

dengan orang muslim.

Sedangkan tiga syarat lainnya yang masih diperdebatkan yaitu:

1.

[saki-laki. Jumhur ulama selain madzhab Hanafi berpendapat
bahwa sebagai syarat wali. Oleh karena itu wanita tidak boleh
menjadi wali, karena wanita tidak bisa menjadi wali atas dirinya
sendiri. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, bahwa laki-laki
tidak menjadi syarat di dalam tetapnya perawlian. Menurutnya
merekaseorang wanita yang baligh, berakal bisa menjadi wali
pernikahan sebagai ganti dari orang lain dengan jalan memberi

kuasa atau menajdi wakil.

Adil. Menurut Madzhab Syafi’i, dan Madzhab Hanbali, ini semua
menajdi syarat perawlian. Oleh karena itu orang yang tidak adil
atau fasik tidak boleh menjadi wali. Berbeda dengan pendapat
Sayyid Sabiq, yang mengatakan adil bukan sebagai syarat

perwalian,

Mursyid. Menurut madzhab Hanbali berarti mengetahui kafa’ah
dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pernikahan. Madzhab
Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa mursyid merupakan syarat

dalam tetapnya perwalian.”!

2! wahbah az-Zuhaily, Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, juz 7, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1989), hal. 195-198.
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Adapun urutan perwalian, terdapat perbedaan pendapat diantara |

para ulama. Jumhur ulama seperti Malik, Tsauri laits dan Syafi’i |

|

|
| berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris tetapi ]i
bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga l
dzawil arham. Syafi’i berkata;* Nikah seorang wanita tidak dapat g
dilakukan kecuali dengan pernyataan wali qarib (dekat). Jika ia tidak i
ada dengan wali jauh. Dan jika ia tidak ada dengan wali hakim.

Tertib wali menurut Syafi’i wajib sebagai berikut: k

l. Ayah
3. Saudara laki-laki ayah dan ibu

4. Saudara laki-laki ayah

5. Anak paman dari ayah dan ibu

6. Anak lelaki dari saudara laki-laki !
7. Paman dari ayah .
8. Anak paman dari ayah

9. Hakim.

Mereka ini disebut ashabah®

Namun menurut pengarang kitab Raudhah Nadiah, para wali !
adalah mereka yang dekat dengan caon penganten wanita. Dimulai
dari yang terdekat dan seterusnya dan mereka ini merasa marah atas
tindakan wanita kalau ia kawin dengan laki laki yang tidak sederajat i

dan perkawinanya diluar pengetahuan mereka. |

Dalam hal ini pertimbangannya tidak hanya berlaku bagi

ashabah semata, tetapi juga bagi yang lainnya. Tidaklah diragukan

bahwa sebagian keluarga lebih merasa berkepentingan dalam

Perkawinan ini dari sebagian lainnya seperti ayah dan anak laki-laki

\“
* Sayyid Sabbiq, Figih Sunnah. hal. 22.
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namun yang terakhir ini lebih utama dari yang lain. Kemudian saudara

laki-laki sebapak atau seibu, kemudian cucu laki-laki dari anak laki- *

laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian paman dari

ayah dan ibu dan begitulah seterusnya.”

.Berbeda dengan pendapat Hanafi, bahwa urutan perwalian
pertama itu:

Anak Laki-lakinya
Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Ayah
Kakek dari pihak ayah
Saudara laki-laki sekandung
Saudara laki-laki seayah
Anak saudara laki-laki seckandung
Anak saudara laki-laki seayah
Paman
. Anak paman
. dan seterusnya.
Maliki mengatakan bahwa wali adalah:
Ayah
Penerima wasiat dari ayah
Anak laki-laki
Saudara laki-laki
Anak laki-laki dari saudara laki-laki
Kakek
Paman
dan seterusnya
Hambali memberikan urutan:
Ayah
Penerima wasiat dari ayah
dan seterusnya yang terdekat mengikuti urutan yang ada dalam
waris dan baru belaih ke hakim.
Urutan wali menurut Imamiyah:
Ayah
2. Kakek dari ayah
Dalam kasus-kasus tertentu Hakim.**
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2 Sayyid Sabbiq, Figih Sunnah, hal. 22
2 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Madzhab, hal. 347-348.
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C. Pernikahan tanpa persetujuan wali.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi |
perempuan yang diwaliinya dan berarti berbuat zhalim kepadanya
kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau
dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar mitsil. Jika

wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita

berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan y
tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian |
tidak pindah dari wali yang zhalim ke wali tetapi langsung ditangani |1
oleh hakim sendiri sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu ]

perbuatan zhalim, sedangkan untuk mengadukan wali zhalim itu

hanya kepada hakim. % il
!
Adapun jika wali menghalangi karena asalan-alasan yang sehat,

seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar

mitsil atau peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka §
keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. ”\\
Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.26 |
|
Pendapat Sayyid Sabiq diatas adalah atas dasar sebuah riwayat ,i'
atsar sahabat dalam hubungannya dengan asbab an-nuzulnya sebuah ;4‘}
ayat dalam surat Al-Bagarah; 232, bahwa sebab turunnya ayat adalah ,%
adanya permasalahan wali dari seorang sahabat yaitu sebagaimana |
beliau (Sayyid Sabiq) sampaikan: ' i

—————

l

‘ !

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah. hal. 28. I
i

|

2 Ibid: hal. 28. fi
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“Dari Mu'qil bin Yasar, ia berkata: “Saya mempunyai saudara
perempuan yang datang meminang saya kemudian datang pula
kepada saya salah seorang anak laki-laki paman saya. Kemudian
saya kawinkan saudara perempuan tersebut dengannya. Tetapi
belakangan ia cerai dengan thalak raj'i kemudian ia diamkan hingga
selesai masa iddahnya. Maka tatkala datang perempuan itu untuk
meminang saya, datang pula laki-laki tadi meminangnya kembali lalu
saya jawab: tidak. Demi Allah saya tidak akan kawinkan dia dengan
kamu' selama-lamanya. Lalu mugbil berkata: dalam kejadian ini

turunlah ayat:
“ Dan jika kamu menthalak isteri-isterimu lalu masa iddah mereka

habis, maka janganlah kamu haling-halangi zr7nereka (istrei-isteri)

untuk kawin dengan bekas sucmi-suami mereka.”"
Kata mu'qil;, kemudian saya membayar kafarat atas sumpah

saya lalu saya kawinkan dia kepadanya. 2

. Hakim atau penguasa bisa menjadi wali.

Wali hakim yaitu wali dalam pernikahan yang diserahkan
kepada pemerintah dan dalam hal ini kepada petugas Kantor Urusan
Agama (KUA), karena adanya beberapa alasan. Wali hakim ini
terkadang memang mendapat penyerahan agar menikahkan pengantin
wanita, dari wali sebenarnya yang ada, karena alasan tertentu, atau
wali hakim bertindak sebagai wali bagi salah seorang wanita karena
wali yang sebenarnya enggan menjadi walinya dalam pernikahan.
Wali yang semacam ini disebut wali ‘adlal.

Kebolehan atas wewenang hakim dalam pernikahan ini

didasarkan atas dasar hadits nabi:

————

» Dep. Agama R.1. Al-Qur‘an dan Terjemahnya. hal 28.
% Sayyid Sabiq. Figih Sunnah, hal. 28. Hadits ini juga ditulis oleh Karya Abu
Dawud Sulaiman bin Asy’ats As-Sajistani dalam kitab Sunan Abu Dawud, jilid 2,

(Beirut: Dar Al- Janan, 1988), hal. 635.
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Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, ;
menceritakan kepada kami Mu'adz, Menceritakan kepada "
kami zuraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zihri dari !

‘Urwah, dari Aisyah, berkata Rasulullah: Siapapun wanita

yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya batal.

maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila terjadi
pernikahan, dan suami telah menggaulinya maka baginya :
maharnya karena sesuatu yang didapat dari padanya itu, 1

dan apabilu mereka berselisih, maka penguasa menjadi l|7

wali bagi orang yang tidak punya wali “%’ -

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa dasar
kewenangan hakim untuk menjadi wali adalah karena tidak adanya .
S i
wali. Ketiadaanya wali bisa secara nyata, bahwa wali tersebut telah ‘
meninggal, atau hilang atau tidak ada dalam jangka waktu yang tidak ?
jelas. Ketiadaanya tersebut dilihat secara tidak nyata atau abstrak.
Misainya wali sebenarnya cacat yang sakit parah, atau wali |

sebenarnya menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan M‘

—

Bei 2 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwayni, Sunan lbnu Majah, juz 1.
(Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah, tt), Hal. 605.
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syar’i. Hal ini dianggap bahwa wali calon pengantin tersebut tidak

ada.

Jadi keadaan yang memungkinkan wali hakim sebagai wali

nikah dalam keadaan:

wali nasab tidak ada sama sekali
wali nasab dianggap hilang atau tidak diketahui keberadaanya.

wali nasab berada di tempat yang jauh :
wali nasab enggan menikahkan wanita padahal telah sekufu
dengan pengantin laki-lakinya

5. wali nasab dalam keadaan berihram haji atau umrah.”

B

Ada juga pendapat bahwa adanya wali apabila terjadi hal-hal

sebagai berikut:

Tidak ada wali nasab.

Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad.

Wali agrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih
92,5 km atau dua hari perjalanan.

Wali agrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.

wali aqrabnya ‘adlal.

Wali agrabnya berbelit-belit (mempersulit)

Wali aqrabnya sedang ihram.

Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.

Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali
mujbir tidak ada.

W N —
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Dan wali hakim tidak berhak menikahkan:

Wanita yang belum baligh.

Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu.
Tanpa ijin wanita yang akan menikah.

Diluar daerah kekuasaan.’'

balb S

———————

\ 0 Asywadie Syukur, Kedudukan Wali Dalam 1ernikahan. Makalah,

YWw.banjarmasinpos.com.id. 2003.
37 Slamet Abidin dan Amiudin, Figih Munakahat, jilid I, hal. 92-93.
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Wali hakim menjadi wali atas wanita yang berada pada
kondisi tersebut diatas. Selanjutnya wali hakim akan menikahkan
pasangan yang akan menikah, dan seimbang kekufuannya.

Di negara Indonesia R.1., wali hakim adalah presiden, yang
kemudian melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada
menteri Agama dan menteri melimpahkannya kepada aparat yang
dibawahnya. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, ada
beberapa pasal mengenai wali hakim. Disebutkan dalam pasal 1 sub b:
“ Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk

bertindak sebagaio wali nikah.” -

Selanjutnya dalam pasal 23 diterangkan: 1) Wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau ghaib atau ‘adlal atau enggan. 2) Dalam hal wali
‘adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. >

Berdasarkan 2 redaksi ayat dari pasal dalam Kompilasi Hukum
Islam tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali

sebagai syarat sahnya pernikahan. sehingga apabila tidak ada atau

————

22 pemerintah R.l. Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Dirjen Pembinaan

Kdembagaan Agama Islam, 2000), hal 13.
3 Ibid. hal. 22.
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pada keadaan tertentu, maka wali hakim dapat berperan sebagai wali

nikah agar pernikahan tersebut menjadi sah.

Tindakan semacam ini adalah sesuai demi kemaslahatan mereka
dalam beritikad membina rumah tangga yang diridlai oleh Allah |
SWT. Untuk itu adanya kebijakan pemerintah juga wajib diikuti
selama pemerintahan atau kepemimpinan tersebut tidak mengajak
kepada kerusakan atau kemasfadahan ummat manusia. Termasuk juga
dalam hal ini wali hakim yang menggantikan wali nasabnya, karena
asalan tertentu. Untuk itu menjadi keharusan bagi warganya untuk |

mentaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam sebuah kaidah fighiyah, hubungan antara peimpin atau
pemerintah dengan warga atau orang di dalam naungan /!

kepemimpinannya, digambarkan sebagaimana pendapat ulama: ‘,

o

< s

bd‘lajdb.b:,:;a.&\)\& \a’,’@’ |

i
1
“Suatu tindakan peraturan pemermtah berintikan terjaminnya l
kepentingan dan kamaslahatan rakyat.” !

Demikian telah jelas beberapa dasar kebolehan hakim untuk bisa ’

menggantikan posisi wali nasab yang ada.

———— » i

¥ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, »
1995), hal. 121. N
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BAB 111 ’

PROSES PENYELESAIAN PERKARA WALI ‘ADLAL

DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A.  Permohonan Adanya Wali ‘Adlal

Pengajuan perkara adanya masalah wali ‘adal dalam pernikaan di

Pengadilan Agama Purwokerto hampir sangat jarang sekali. Ini terbukti dari |
cacatan yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Purwokerto yang B

menyatakan bahwa kasus wali ‘adlal sangat jarang, dan rata-rata dalam .
. t

setiap tahunnya hanya sejumlah 2 — 5 kasus.' Ini menunjukan bahwa kasus

semacam perkara wali ‘adlal di Purwokerto jumlahya lebih sedikit dibanding
dengan kasus yang lain.

Munculnya kasus wali yang tidak mengijinkan anaknya untuk menikah
dengan pasangan yang telah dipilih oleh anaknya itu, berlatar belakang dari |
beberapa faktor. Baik itu faktor internal maupun eksternal. Beberapa |
penyebab adanya wali ‘adlal diantaranya adalah:. i ‘
4. Faktor Eksternal l

Yaitu faktor yang berasal dari pihak luar yaitu calon laki-laki, i
seperti: Lx[

1. Faktor Agama
Disebabkan oleh adanya perbedaan agama, atau tingkat
pengamalannya, antara keluarga wanita yang barang kali lebih dalam I
~— y
!

1
p Berdasarkan keterangan dari Ibu Widyaningsih, selaku Panitera di Kantor Pengadilan
4 Purwokerto. Pada tanggal 6 Januari 2007.

Agam

32




33

pengamalannya dengan calon pengantin lelaki yang barang kali
masih mu’alaf, atau barangkali dia berbeda agama. Hal semacam ini

sering menyebabkan adanya penolakan wali untuk menikahkan anak

perempuannya. Selain karena adanya larangan agama, sebagaimana

dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

-
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Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musrik
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari wanita musrik, walupun dia
menakrik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musrik dengan wanita — wanila yang
muknin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak
yang mukmin lebih baik _dari orang musrik walaupun
mereka menarik hatimu.”

2. Faktor Ekonomi
Pertimbangan kemampuan mencukupi kebutuhan hidup
keluarga yang akan menjadi beban suami, menjadikan pertimbangan
wali untuk mau atau tidaknya ia menerima seorang lelaki calon
menantunya. Hal ini karena kekawatiran, kalau sampai anak
gadisnya menikah dengan seorang lelaki yang tidak sanggup

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab kecukupan atas pemenuhan

\

2
DepagR.I., Al-Qur ‘an dan Terjemahnya, hal. 27.
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* Ibid. hal, 62.

kebutuhan ini mempunyai peran dalam menentukan kebahagiaan

dalam kehidupannya.

Scbagaimana kekawatiran sebagian orang terhadap sebuah

firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa’ 1yat 9.:
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Artinya: “Dan hendakiah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang  lemah,  yang mereka  khawatir  terhadap

(kesejahteraan) mereka.”™

3. Faktor tempat tinggal

Faktor ini terkadang menjadi pertimbangan seorang wali untuk
menikahkan putri atau anaknya. Sebab terkadang menjadi
pertimbangan tatkala anaknya menikah dengan seorang laki-laki
yang berada atau berasal dari daerah yang jauh, maka ia akan
membawa istrinya itu ke tempat daerah asalnya, sehingga akan
terputus komunikasinya dengan anaknya itu. Atau karena
pertimbangan bahwa seorang anak wanita lebih baik tinggal bersama
orang tuanya, karena yang akan merawatnya tatkala kedua orang

tuanya telah tua nanti. Dengan alasan kejiwaan anak perempuan

lebih dekat dan pengertian terhadap kedua orang tua ketimbang

dengan anak laki-laki.
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b. Faktor Internal w
Faktor internal yang dimaksud adalah beberapa faktor yang
berlatar belakang dari calon pengantin putri (pihak wanita) itu sendiri,
seperti:
1. Fak'tor pendidikan
Faktor pendidikan yang dimaksud adalah, adanya alasan dari
seorang wali untuk menunda menikahkan anaknya, sebab anaknya
masih sekolah atau kuliah, séhingga khawatir akan terganggu dalam ,
proses belajarnya, sebab akan terbebani dengan kepentingan '

keluarga. Atau enggan menikahkan karena berharap, anaknya akan di

sekolahkan ke seckolah yang tinggi, sebagai sarana kebutuhan
mengikuti perkembangan jaman. Apabila ia menikah, maka dianggap

ini adalah sebuah proses mandegnya pendidikan.
2. Faktor perselisihan ;
Faktor perselisinan yang dimaksud adalah perselisihan yang H
terkadang terjadi antara anak dan orang tuanya. Sebab perselisihan l
ini membuat hubungan mereka tidak harmonis, yang terkadang |
sampai pada tahap perpisahan tempat tinggal, enggan tegur sapa dan i
lain sebagainya. Dari sinilah terkadang seorang wali enggan |
menikahkan, karena dianggap anaknya telah durhaka atau sudah /

tidak berbhakti lagi kepada orang tuanya.*

\

* Nurul Ma’rifah, Peran KUA Dalam Menangani Masalah Wali ‘Adlal (Studi Kasus di |
h l6P urwokerto Utara Tahun 2005), Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari’ah, (Purwokerto:
al 67-64. |

KeCam
2 006) atan
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Sebagaimana penelitian disini, penulis mengambil salah satu
contoh hasil penetapan Pengadilan Agama Purwokerto dalam sebuah

kasus pengajuan ijin dispensasi menikah antara Ambarwati binti

Warid Rahardjo selaku pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji
Sut;isno atas wali sebenarnya yaitu ayahnya Warid Rahardjo yang
enggan menikahkan mereka. Kasus ini pastilah memiliki alasan-
alasan tertentu dari walinya mengapa enggan menikahkan.

Kalau diamati, bcbcrz.xpa faktor diatas, juga dapat melatar |
belakangi penolakan atas wali dari Ambarwati binti Warid Rahardjo. Y
Baik dari segi eksternal, maupun internal. Walaupun masih banyak |
lagi faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyebab larangan atau
penolakan wali untuk menikahkan putri atau anaknya itu. Diantarnya
bisa karena status sosial, jenjang pendidikan, ataupun karena

larangan pertimbangan secara adat atau berdasarkan ramalan dan |

hitungan orang tua dahulu. Untuk itu, maka analsis ini lebih jauh

akan dibahas dan dijelaskan. | |
|

B. Permohonan Ijin/Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwokerto. j
Dalam salah satu kasus adanya wali ‘adlal, ditetapan surat Penetapan “
Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 02/pdt.p/2000/PA.Pwt. Di dalamnya ;
disebutkan bahwa pengadilan agama menetapkan adanya kasus wali ‘adlal

dari pernikahan saudari Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo selaku

Pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno atas wali sebenarnya

|
4




pemohon dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno atas wali sebenarnya
yaitu ayahnya Warid Rahardjo. Penetapan ini ditandatangani oleh tiga
hakim, yaitu Bapak Muhtadi, selaku hakim ketua, Bapak Bustanudin Jamal
selaku Hakim Anggota | dan Bapak Drs. Zainal Khudori Rauf selaku hakim
Anggota I Dalam prosesnya, di pengadilan, kasus ini masuk dalam perkara
perdata Permohonan, dalam pengajuan dispensasi nikah.

Selanjutnya sesuai dengan penetapan hakim, wali dari ayahnya disebut

sebagai wali ‘adlal yang kemudian'digantikan oleh Kepala Kantor Urusan '
Agama (KUA) Purwokerto Utara, untuk menikahkan pemohon, saudari Susi ‘.
Ambarwati dengan Rahmat Budiono, atas penunjukan sesuai surat

Penetapan, sebagai wali hakim.

Proses awal sampai akhir, yaitu mulai dari pendafiaran pemohon

sampai dengan keluarnya penetapan Pengadilan Agama ini, cukup menarik
untuk dipelajari dan dikaji, mengingat kasus semacam ini sangat jarang
terjadi.

Adanya penetapan dalam masalah ini merupakan bentuk penerapan |
hukum yang memang pada dasarnya dibenarkan dan memiliki dasar sesuai
dengan ajaran agama Islam. Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Baqarah ,

ayat 232:

2.

ey ‘,,‘g.’, f s °,L,a~' LRI V] ’ﬁ.tb’ bs, ¥
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"emahan Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 386-387.

Artinya: “ Apabila kamu menalak istri istrimu lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di

antara mereka dengan cara yang ma'ryf, itulah  yang

dinasehatkan kepada orang-o1ang yang beriman diantara kamu

kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu gian lebih

suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian, “ Ayat
ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yangy mentalak istrinya satu
atau dua kali, lalu habis masa iddahnya. Kemudian orang itu berniat merujuk
dan mengawininya kembali, dan si istri pun mau. Namun para wali wanita
itu menolaknya. Maka Allah melarang mereka mengnalang-halanginya.”
Hal senada dikemukakan oleh sekelompok tabi’in. riwayat ini menunjukan
bahwa istri tidak berkuasa untuk mengawinkan dirinya tanpa wali.®

Di masyarakat, pada umumnya, mereka kurang mengetahui cara—cara
menempuh jalur hukum dalam permasalahan wali pernikahan yang enggan
menikahkan itu.

Kasus Susi Ambarwati merupakan salah satu gambaran bahwa upaya
perlawanan, ketika hak memilihnya dengan calon pasangan yang telah
memenuhi syarat serta kemampuannya, tidak di restui oleh walinya, dapat
melakukan upaya hukum, ke Pengadilan Agama. Dengan upaya ini maka
hak-hak dia sebagai seorang wanita, yang telah dewasa dan mempunyai
kemaﬂmuan untuk memilih dengan calon pasangan yang sekufu dapat

terpenuhi. Tindakan ini tidak sampai masuk dalam kategori durhaka kepada

\

Dep. Agama R.1., Al-Qur ‘an dan Terjemahnya, hal. 29.

s
¢ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Taisirul Qadir li Ikhtisari Tafsir ibnu Katsir, Jjilid 1,
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orangtua sebab tindakan ini bukan atas dasar melawan tanpa alasan yang ; i

jelas, tetapi merupakan upaya hukum yany kemudian akan diselesaikan oleh

Penguasa negara. Dalam hal ini diserahkan kepada Pengadilan Agama.

Dari sini dapat dipelajari betapa kasus hak seorang wanita tetap

dilindungi oleh Syari'at Agama [slam. Islam menjunjung tinggi hak untuk | A

an syarat-syarat tertentu. Meskipun Islam juga

memilih pasangan sesuai deng

menempatkan kekuasaan orang tua, yaitu Ayah sebagai seo

menikahkan anak wanitanya.

h salah satu contoh, meskipun wali yang .

rang wali untuk !i
|
Susi Ambarwati adalal l
|

sebenarnya masih ada, namun merasa haknya dalam memilih pasangan tidak

milih melakukan upaya hukum kepada -3.;

mendapat persetujuan, sehingga ia me

pemerintah selaku pemilik kekuasaan atas penduduknya yang wajib di

i
patuhi, dalam hal ini melalui penyelesaian di Pengadilan Agama. Allah i

berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 59:

o)o‘
ol

z @ ° L 088
}’Q}S" Foly S ) omeb .

e
g
s

Artinya: “ Taatilah Allah dan (aatilah Rasul dan penguasa kamu diantara | 1[ .
kamu sekalian. 7 }

Tidak semua kasus semacam Susi Ambarwati dikabulkan oleh Hakim. ‘ ]

Perlu pengamatan berdasarkan dari sisi hukum, pengkajian permasalahan

yang ada kemudian hakim memiliki wewenang menentukan untuk diterima

atau tidaknya permohonan tersebut.

\-/ “

17
Ibid, hal, 69. 1
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Duduknya perkara perdata agama kasus Wali ‘Adlal, di pengadilan

agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan pihak Pengadilan Agama, Bahwa pada tanggal 8

Maret tahun 2000, mendaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto

dengan nomor 02/pdt.p/2000/PA.Pwt. seorang Pemohon:

Nama . Susi Ambarwati binti Warid Rahardjo,
Umur : 35 tahun

Pendidikan : SMA

Agam : Islam

Pekerjaan : salon

Tempat tinggal: Kelurahan Bancar kgmbar Rt 2 Rw | Kecamatan

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

Yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagaimana tercatat

dalam surat permohonan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menjalankan hubungan cinta dengan seorang laki-

laki bernama Rahmat Budiono bin Sutrisno dan telah sepakat dan serta

bertekad untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang

sah.

2. Bahwa pemohon masih mempunyai orang tua atau wali yang sah

bernama Warid Rahardjo sehingga dialah yang berhak menjadi wali

nikah pemohon.

3. Bahwa pemohon telah mendafiarkan pernikahan pemohon dengan

persyaratan yang menurut pemohon telah lengkap tetapi oleh KUA

Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dengan surat nomor:

\
02/ ® Berdasarkan data P.A Purwokerto, dan bukti lembar penetapan P.A. Nomor
Pdt.p/2000/PA. Pwt.
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102/2014/111/ tanggal 6 Maret 2000 dinyatakan belum lengkap atau

masih kurang lengkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mohon agar

pengadilan Agama Purwokerto mengadakan sidang dan memeriksa perkara

ini dengan 'menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

I. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan ayah atau Wali Adlal (Warid Rahardjo) sebagai wali Adlal;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gombong Kabupaten Kebumen untuk menikahkan pemohon Susi

Ambarwati binti Warid Rahardjo dengan Rahn:at Budiono bin Panji

Sutrisno dengan wali hakim.
. Menetapkan tentang pembebanan biaya yang timbul dari perkara ini atau

memberikan penetapan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum dan

perundang-undangan yang berlaku.
Dari pemaparan diatas, dapat di simpulkan bahwa duduk perkara

terjadinya permohonan kepada hakim Pengadilan Agama Purwokerto

untuk menetapkan wali adlal, yaitu orangtua Susi Ambarwati yang

bernama Warid Rahardjo, adalah dimulai karena penolakan pihak Kantor

Urusan Agama untuk mencatat pelaksanaan pernikahan yang dua calon

pengantin, karena diangap syarat yang harus dipenuhi belum atau masih

an wali

kurang lengkap. Kekurangan itu disebabkan oleh adanya penolak

pengantin wanita untuk menjadi walinya.




Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama Purwokerto.

Secara hukum Islam, yang berhak menikahkan adalah wali dari pihak

pengantin wanita. Karena merekalah yang lebih berhak untuk menikahkan

calon mempelai. Untuk itu, kasus adanya permohonan ijin untuk dispensasi

nikah hanya terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya wali atau tidak
adanya ijin dari wali yang sebenarnya. Permohonan ini hanya diajukan

kepada penguasa/hakim, tidak kcpada selainnya. Sebagaimana di Indonesia,

perkawinan diatur oleh Undang Undang Perkawinan, mewajibkan wali

perempuan sebagai salah satu syarat dilaksanakannya pernikahan.

Apabila walinya enggan menikahkan, maka penyelesaiannya

sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23, yang

menyatakan: Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama

tersebut.’ Demikian jalan keluar bagi mereka yang memiliki masalah dalam

pernikahan karena wali nasab menolak untuk menikahkannya. Sebagaimana

yang sengaja penulis bahasa, yaitu tentang masalah yang telah terjadi dari

seorang pemohon Susi Ambarwati Binti Warid Rahardjo, yang mengajukan
permohonannya kepada Pengadilan Agama Purwokerto, sehubungan adanya
halangan untuk menikah dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno.

Dalam masalah ini Pengadilan Agama menerima pengajuan

paikan

permohonan pemohon. Selanjutnya pemohon diminta untuk menyam

9
Depag R.1., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal 22.
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suratnya secara tertulis atau dicatatkan oleh pihak Pengadilan semua

pernyataan permohon yang menjadi duduk perkara kasusnya. Pengadilan

Agama membaca surat perkara, mendengar keterangan yang berperkara dan

semua saksi, serta bukti-bukti lainnya dimuka persidangan.

Beberapa pertimbangan penting dalam proses penilaian, untuk bahan

penetapan diantaranya keterangan Pemo.on. Diantara keterangan penting

yang perlu diambil dari pemohon oleh para hakim, adalah sebagai berikut:

|. Pernyataan bahwa pemohon tidak mencabut atau membatalkan

permohonannya. Hal ini penting sekali dipertimbangkan sebab boleh jadi

ketika dalam masa penyelesaian di pengadilan, ternyata terjadi

perubahan pendirian dari wali, yang sebelumnya menolak, ternyata mau

menjadi wali. Sehingga permohonan tersebut dibatalkan, atau tidak mau

diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Pernyataan, bahwa sebelumnya pemohon telah berkali-kali berusaha

minta izin kepada orangtua yaitu ayah pemohon serta pihak wali terdekat

lainnya untuk menikah dengan pasangannya itu, tetapi wali ayahnya

maupun wali dari saudara laki-lakinya tetap tidak bersedia menjadi wali,

tanpa alasan yang jelas, atau alasan yang dapat dibenarkan secara hukum

Islam.

3. Pernyataan, bahwa calon suami telah melamar pemohon, tetapi ayah

pemohon tidak menerima lamaran tersebut, padahal antara pemohon dan

pelamar (calon suami) sudah seimbang derajatnya (sekufu). Dan tidak

ada alasan secara hukum Islam untuk menghalang-halangi pernikahan




mereka. Oleh karena itu kemudian pemohon berupaya ke KUA untuk

menikahkan mereka, atau memberikan saran yang baik bagi mercka

calon pengantin berdua.

Selanjutnya penting juga calon suami pemohon, yaitu Rahmat

Budiono yang dihadirkan di persidangan dengan menjelaskan beberapa

pernyataan:

I. Bahwa dia sudah kenal dengan pemohon.

2. Bahwa dia pernah melamar pemohon dengan baik-baik.

3. Bahwa semula lamaran diterima akan tetapi 6 bulan kemudian ketika itu

ayah pemohon scdang sakit diopname di rumah sakit, sebagai calon

menantu dia menjenguk, akan tetapi rupanya perlakuan orang tua

pemohon di rumah sakit kurang simpatik dengan mendiamkannya

sehingga dia merasa tersinggung

4. bahwa perilaku keluarga pemohon tersebut tidak menjadikan retak

hubungan antara pemohon dan dia bahkan keluarga calon suami

mendorong untuk tetap dengan pemohon, sekal.pun akhirnya keluarga

pemohon benci dan mengucapkan kata biar jadi perawan tua asal tidak

dengan Rahmat dan lebih baik tidak menjadi suaminya.

5. bahwa sejak itu dia tidak datang lagi di rumah orangtua pemohon,
namun pemohon dan dia tetap senang dan berusaha akan menikah di
KUA.

Hakim Pengadilan Agama Juga mempertimbangkan keterangan

saksi-saksi, diantaranya;




. Nama A. Syaifudin bin Asmawi Karta, dengan mengangkat sumpah, -
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menerangkan scbagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon;

Bahwa orangtua pemohon benar tidak mau jadi wali nikah atas

anaknya yaitu Ambarwati;

Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan

keluarga yang menghalangi permohonan.

2. Nama Waluyo bin Ahmad Syairi, menjelaskan:

Adapun bukti

Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab akan menikah dengan

Rahmat tetangga saksi;

Bahwa karena kurang persyaratan, maka nikahnya tertunda yaitu

orangtua pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Bahwa benar antara pemohon dan Rahmat tidak ada hubungan

keluarga yang menghalangi pernikahannya.

-pukti lain yang menjadi pertimbangan dalam kasus ini

adalah surat-surat yaitu:

I. Foto copy KTP atas nama p¢

dikeluarkan ole

mohon nomor 1802/058705/742003 yang

h camat Purwokerto Utara tertanggal 31 Desember 1998

yang ditandai dengan P.1.;

Foto copy KTP atas nama Rahmat Budiono nomor 120260/01937 yang

dikeluarkan oleh camat Gombong Kebumen tertanggal 6 Februari 1999

yang ditandai dengan P.2.;




3. Foto copy surat rekomen

melakukan penelitian dan penyimpulan, yang

46

dasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA

kecamatan Purwokerto Utara nomor.

tertanggal 3 Maret 2000 yang ditandai dengan P.3.;

Foto copy surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan

persyaratan dari KUA Kecamatan Gombong Kebumen Nomor:

K/18/pw.01/16/2000 tertanggal 6 Maret 2000 yang ditandai dengan P.4.

Dari informasi-informasi dan bukti tadi, selanjutnya hakim

pada akhirnya ditemukan fakta

bahwa:

1.

- Bahwa majlis hakim t

n telah kenal lama dan

Bahwa antara pemohon dan calon suami pemoho

saling mencintai;

Bahwa keduanya telah dewasa dab calon suami pemohon bernama

o telah melamar pemohon langsung kepada orangtua

Rahmat Budion
pemohon akan tetapi orangtua pemohon tidak mau menikahkan;

elah memanggil orangtua pemohon yaitu warid

Rahardjo dan kedua saudara laki-laki pemohon akan tetapi tidak hadir

didalam persidangan;

on dan calon suami Rahmat Budiono menurut

Bahwa antara pemoh
pengakuan keduanya tidak ada hubungan famili dan juga menurut

keterangan saksi;

n Rahmat Budiono adalah sama-sama sudah dewasa

dan telah sanggup untuk berumahtangga karena Rahmat Budiono

Bahwa pemohon da

MK.19/K.12/pw.00/215/2000,

M
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sebagai calon suami sudah dapat mencari kebutuhan rumah tangga datau

telah bekerja.

Dari fakta yang ada. terbukti bahwa wali pemohon benar-benar tidak

mau menikahkan anak perempuannya bernama Susi Ambarwati dengan

alasan yang tidak jelas dan saudara laki-lakinya juga tidak mau menjadi

walinya. Padahal antara pemohon dan Rahmat Budiono sebagai calon suami

pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon suami istri, serta bertanggung

jawab membina rumah tanggd, sedangkan keduanya tidak ada halangan

untuk menikah. Oleh karena itu ayah pemohon dianggap sebagai wali ‘adlal,

sehingga untuk menikahkan tersebut perlu ditetapkan wali yang akan
menikahkan.

Ada dua dasar pertimbangan hakim pengadilan sehingga menetapkan
adanya wali ‘adlal. Pertimbangan pertama adalah Peraturan Menteri Agama
i dengan bunyi pasal 2 ayat 1, 2.

R.I. nomor 2 tahun 1987 diantaranya sesud

3 dan pasal 4:

Pasal 2

(1) Bagi calon mempeldi wanita yang akan menikah ai u_filayah Indonfesia
atau diluar ne eri/wilayah elcs'tra-teritorial Indonesia il - ”.dak
mempunuz,- Wfli Nasab yang perhak atau Wali Nasabnya tidak
memenu{?i sparat alai mafqud arav berl?ala:gan atau Adhal, maka
Nikahnya dapat dilangsungkan engan wall e ”:1' but dalam ayat (1)

(2) Untuk (akan ‘adlainyd Wali sebagaimana 1€rs- i
pasal T:inysigztapkan ongan keputusan P engadilan Agamet Y8

lai wanita.

mewi 1 1inggad empe ‘ 1

3) P:: ilc;}f;?hf fjmp’;; mfﬁierikm Jan menetapkan adlalnya el dengn
o ;;a i ankatgaams perm ohonan calon mempelai  wanua dengan

sing - '

menghadirkan Wali ¢4
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Pasal 4.

(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatal
Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk
menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1)

peraturan ini.
(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala Seksi Urusan
Kantor Depariemen Agama

Agama Islam atas namd Kepala
Kahul)dlen/l(olamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama

Menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pfoncatat Nikah untuk sementara
menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Pertimbangan kedua adalah dasar dari Kompilasi Hukum Islam pasal

23, yang berbunyi:

Pasal 1. “Wali hakim dapa! pertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
in menghadirkan atau tidak diketahui

tidak ada atau tidak munglf

tempat tinggalnya atau ghaib atav enggan .

Pasal 2. “ Dalam hal wali «adlal atau enggan maka wali hakim baru da.pat
bertindak sebagai wali m'lct}h setelah ada putusan Pengadilan

Agama tentang wali tersebut.

Atas dasar dua pertimbangan peraturan itu, majelis hakim menetapkan

ke-‘adlalan wali nasab, dan selanjutnya menunjuk kepala KUA Kecamatan

Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagai wali dalam pernikahan

ahmat Budiono bin Panji Sutrisno.

antara pemohon dengan R
n nikah sebelumnya dilangsungkan di

Namun karena adany2 pendaftara

Kantor Urusan Agama Gombong, maka penunjukan ini sekedar memberikan

ukum kepada wali hakim asal tempat calon mempelai

Wanitanya. Dalam pelaksanaannya, kemudian majerli hakim Pengadilan

a wali hakim pelaks

hak perwalian secara h

rnikahan adalah Kepal
Agama menetapkan bahW ana pernt paia

Peramran-Peraturan Menteri Republik Indonesia, (Jakarta:

10
Ditbinba Menteri Agama R.I.
apera, 1994), hal. 984-985-5

depag. R.I, g hal 22
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, tempat

dimana pendafiaran pernikahan semula dilangsungkan.

Pertimbangan lain dalam penetapan wali hakim ini, majelis hakim

Pengadilan Agama menukil sebuah pendapat ulama:

re 3 N .

P Z . 0', 0’ Lo
K RVESY AR P Ty

Artinya: “Apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkan, maka
hakimlah yang menikahkannya "

Pendapat ulama ini sekedar memperkuat dalil pertimbangan adri

Peraturan yang telah ada, sebagaimana disebutkan diatas.

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 89 ayat 1,

“Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan

Yang berbunyi:

kepada penggugat atau termohon,” 13 maka itu berarti bahwa biaya yang

ditimbulkan dari perkara ijin atau dispensasi menikah ini dibebankan kepada

Pemohon. Alasan yang masuk akal adalah karena pemohonlah yang

Mmenginginkan penyelesaian dan disini tidak ada kasus kerugian secara

Mmateri, yang dituntut oleh pemohon terhadap termohon.

Demikian penyelesaian kasus adanya permohonan dispensasi nikah,

¢adlal dari pemoho
utus oleh Pengadilan Agama Purwokerto.

dalam perkara wali n Susi Ambarwati bin Warid

Rahardjo, yang kemudian telah dip

rmohonan pemohon dikabulkan karena beberapa

Dalam putusannya, P€

g diambil. Diantamy adalah alasan adanya wali ‘adlal

Pertimbangan yan

\ [— .
00/P.A. Pwt. Mengutip pendapat Abu Bakar Syatha

& 2/Pdt.p/ 20

“Surat Penetapan Nomor: o Fathul M sin, Juz 111, hal. 319.

kitab J Tholibiin fi 5@
anatut Tholibiin fi id, Hukum Acara Pe

13 radilan Agama, Hal. 272,

Roihan Rasydi A. Rasyid
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dari wali nasabnya yang tidak mau atau enggan menikahkan pemohon yaitu

Susi Ambarwati.

Penetapan Pengadilan Agama Perwokerto Dalam Masalah

ljin/Dispensasi Nikah Karena Adanya Wali ‘adlal Dan  Akibat

Hllkumnya.

Pengadilan Agama Purwokerto, menetapkan  dalam  kasus

permohonan pemohon Susi Ambarwati dengan penetapan berlakunya wali

‘adlal terhadap wali sebenarnya yaitu orang tua pemohon, dan menunjuk

kepala KUA Gombong untuk menjadi wali hakimnya. Penetapan ini adalah

salah satu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Untuk itu

S€cara otomatis, isi penetapan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.
Pemohon dapat melangsungkan pernikahan tanpa ada kendala
kurangnya persyaratan sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian, akibat

hukum yang berlaku adalah:
I.  Dikabulkannya permohonan pemohon dalam upaya melengkapi
KUA Gombong, yang sebelumnya

persyaratan pendaftaran nikah di

ditolak oleh pihak KUA Gombong.

Dasar dari pihak KUA menolak pernikahan pemohon sebelumnya
adalah karena persyaratan ijin wali atau persetujuan wali itu sendiri telah
pilasi Hukum Islam di Indonesia, yang

diatur dalam pasal 19 Ko™
dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

berbunyi: “Wali nikah
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epag R.1., Kompilasi Huk
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dipenuhi  bagi calon mempelai wanita yang bertindak — untuk

menikahkannya.""

Apabila pihak perempuan tidak sanggup menghadirkan wali, maka

pihak KUA berhak menolak pernikahannya dan akan memberikan saran

untuk dapat menyelesaikan masalah ini, sesuai dengan alasan mengapa

walinya tidak dapat hadir untuk menjadi walinya. Apabila alasan karena

menolak, maka pihak KUA akan menganjurkan upaya penyelesaian

secara kekcluargaan. Kalau tefap tidak bisa, maka pihak KUA akan

memberikan saran kepada calon mempelai untuk mengajukan

a hakim supay2 menyelesaikanya.

an menyelenggarakan pernikahan mereka

permohonan kepad

KUA akan menerima d

apabila ada persetujuan, dan atau penunjukan dari pengadilan agama atas

kasus adanya wali yang enggan menikahkan, berllpa surat penetapan,
Surat penetaan tersebut dijadikan sebagai dasar, bahwa pihak Kantor

Urusan Agama telah mendapat amanat dari lembaga diatasnya untuk

menikahkan mereka-

hakim, atas kepala KUA Gombong

. Berlakunya hak kekuasaan wali

rkan penetapan Hakim.

terhadap Susi Ambarwati, berdasa

an disampaikan kepada pihak kepala KUA

Penunjukan ini ak
Gombong agar persedia untuk menikahkan. Tidak ada hak menolak dari
hasil penunjukan ini atau penetapan ini.

kepala KUA Gombong 3t25

um Islam di Indonesia. hal 20.

i

e e B e
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Sebab pengadilan agama memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan

memang pada dasarnya diberi kewenangan menetapkan dan menunjuk

wali hakim dalam kasus wali ‘adlal.
Hal ini didasarkan atas i dari padal 23 KHI, yang berbunyi:”

nggan maka wali hakim dapat bertindak

Dalam hal wali ‘adlal atau ¢

an Pengadilan Agama tentang wali

sebagai wali nikah setelah ada pulus

tersebut. "’

3. Tidak dibutuhkannya lagi persetujuan wali sebenarnya, karena telah di

anggap wali ‘adlal.
Ini berarti, bahwa wali nasab sebenarnya baik yang agrab

gap telah enggan menikahkan Susi Ambarwati.

maupun yang ab’ad diang

i wali yang ‘adlal. Penetapan ini

Mereka kemudian ditetapkan sebagd

ang ada dan para saksi yang di hadirkan |

didasarkan atas bukti — bukti ¥
dalam persidangan, Yang menguatkan pukti bahwa benar-benar wali
yang ada sebenarnyd telah menolak menikahkan Susi Ambarwati
pelai tidak ada halangan untuk menikah, baik dalam

padahal calon mem
rsetujuan kedua calon mempelai.

masalah kekufuan, maupun pe€
pun dari pihak W2
namun tidak ada halangan, bagi

Akibatnya, walav li sebenarnya menolak dan
ibatnya,

rnikahan mereka,

tidak merestui p€
wali hakim, sesuai penetapan Pengadilan

mereka untuk menikah, dengan
mereka tetap syah secara

yang terjadi,

Agama ini. Atas pcmikahan

b e
15
Ibid. hal. 22
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hukum. bahwa mereka telah terikat secara kuat dalam jalinan ikatan

rumah tangga, walaupun barangkali wali nasabnya tetap menolaknya.

Penetapan ini, mempunyai kekuatan hukum yang berlaku untuk

pemohon sendiri 1jin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto,
yaitu Susi Ambarwati Binti warid Rahardjo, untuk calon suaminya yaitu

Budiono Bin Sutrisno, dan untuk mereka yang memperoleh hak

daripadanya untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut, yaitu

n Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto

wali hakim dari Kantor Urusa

Utara.




A. a1l
Analisis penetapan Pengadi

BAB IV

A’Aw O ) g
NALISIS PENETAPAN DAN DASAR HUKUM PENETAPAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

NOMOR: OZII’I)T.P/2000/l’A.I’wt. ’

Jan Agama Purwokerto dalam kasus pemohon

kah, karena adanya wali adlal

Yang mengajukan ijin atau dispensasi ni

nomor 02/pdt.p/2000/P.A. PWt
Surat penetapan Agama purwokerto, nomor 02/pdt.p/2000/PA. Pwt.
h dalam kasus wali ‘adlal dari pemohon Susi

tentang dis . .
ispensasl nika
penetapan final dan sah, yang

Ambarwati bin Warid Rahardjo, adalah

Menyatakan kebolehan menikah atas pemohon dengan calon suaminya yang
bernama Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno, walaupun tanpa direstui oleh
analisis mengenai apakah dasar

asalah ini perlu di

vl
ali sebenarnya. Dalam m
purwokerto dalam putu

san akhirnya

Penetapan hakim pcngadilan Agama
bempa penetapan yang membolehkan menikah tanpd menggunakan wali
Sebenarnya yaitu ayah kandungnya sendiri yang dapat Jigntikan oleh kepala

KUA Kecamatan Purwokerto Utara.
gan al-lstbat dalam bahasa Arab atau

Penetapan disebut juga den
anda, yang bera
guhnya, yang diistilahkan jurisdictio

beschiking dalam bahasa Bel rti produk pengadilan Agama

d ) )
alam artj bukan peradilan yang sesung
a karena di sana

yang sesungguhny

Yoluntaria. Dikatakan bukan peradilan
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hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuaty,

sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.'

Karena penetapan ini muncul sebagai produk Pengadilan atas

permohonan pemohon yang tidak berlawan, maka diktum penetapan tidak
bersifat  menyatakan

akan pernah berbunyi menghukum melainkan

(declaratoir).
an Pengadilan Agama Purwokerto nomor |

Sebagaimana penetap \
um lembar ke 5 dengan bunyi ] \
)
!
!
!
i
|
|

02/pdtp/2000/P.A. Pwt. tertulis dalam dikt

-
- o o e 0 o

hon;

—

. Mengabulkan permohonan pemo . .
2. Menyatakan w‘;li nikah pemohon (Warid Rahardjo) sebagal wali Adlal;

3. Menetapk ]a Kantor Urusan Kecamatan Gombong i
Kab“Palt)e: nKel:)eui;:en selaku wali Hakim sebaga; v?h c(ijan penl‘{‘:;ha[; ]

i i o) dengan ma e
antara Pemohon (Susi AM d Rahardjo) deng g

pinti Warl
Budiono bin Panji Sutrsin®:

barwat!
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timlz)ul dari | i
perkara ini sebesar 80- 500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah); |
pkan dalam penetapan ini adalah

Diktum pertama yang diteta
Mengabulkan permohonan pemohor Ini mengandung arti bahwa dalam } '
. memint? pengabulan,  atas L
Pengajuan permohonannya, pemohon nE
pa wali ayahnya, tetapi melalui wali hakim

Permohonannya untuk menikah tan
a. Di sini tidak digunakan kata

gadilan Agam

yang ditunjuk oleh Pen
skan hany2 ada da

l]am masalah keputusan

Memutuskan, karena ka2 memutu

\h__f’—/—— .
ra peradilan Agama. Cet. Ke-5. (Jakarta: Raja Grafindo

ersady II Roihan A. Rosyid, Hukum Aca
, 199
2 Su?;i l;f:,;:ég;m pengadilan Agama purwokerto Nomor 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt.

o

1

|
'
B H
1

i
! Y
| [
i
P
[
St
L i
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atas perkara yang terdapat dua pihak yang saling berlawanan. Sedangkan
kasus permohonan dispensasi ini adalah kasus permohonan untuk ditetapkan.
Sehingga yang ada dalam amar penetapan hanyalah identitas satu pihak

pihak termohon, maka termohon

saja, yaitu termohon. Kalaupun disebutkan

disitu bukanlah pihuk.3
Diktum  kedua dalam penetapan ini mcnggUnakan kalimat,

“menyatakan”. Sebab penctapah adalah merupakan kasus declaratoir, atau
bersifat pernyataan atau disebut juga menciptakan (constituoire). Pernyataan
a wali nikah pcmohon (Warid Rahardjo) sebagai

dengan menyatakan bahw
pakan jawaban atas permohonan

wali ‘adlal. Itu artinya, pernyataan ini meru
dari pemohon, bahwa wali tersebut adalah benar-benar walinya yang
sebenarnya, namun walinya tersebut telah menghalang-halangi kehendak
gan pilihannya, sehingga pemohon

Pemohon untuk menikah dengan pasan

Merasa haknya telah terabaikan.
\
Berdasarkan analisis pcnulis, maka pada hakek

atnya diktum kedua

dalam penetapan ini memiliki arti bahwa pengadilan dengan pertimbangan
yang matang menctapkan wali nikah pcmohon (ayahnya) disebut sebagai wali
“adlal, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang dalam perwaliannya,
ksud kehendak nikahnya dengan calon

g-ha}angi ma

alau berupaya mengalan
g berkehendak 1

ntuk dilangsungkannya

Pasangannya, padahal mereka salin

Pernikahan.

\__//’
* Roihan A. Rosyid Hukum Acard peradilan Agama. Hal.. 210.




aka keberadaannya sebagai wali nikah

Dengan status wali adlal ini, m

wanita c: vvaant 5 AT g
calon pengantin, menjadi tidak berlaku. Nikahnya wanita tersebut sah

dcng- 1 3
a . - <
gan digantikannya wali yang sebenarnya tersebut dengan pejabat yang

ditunjuk. Dz g o
unjuk. Dalam hal ini discbut sebagai wali muhkam.
Diktum' ketiga dalam penetapaf dinyatakan; menetapkan kepala Kantor

ombong Kabupaten Kebumen, selaku wali hakim

Urus G
san Agama Kecamatan L
sebapai wali : i m i

agai wali dari pernikahan antara Pemohon (Susi Ambarwati binti Warid

Rahardjo) dengan Rahmat Budiono bin Panji Sutrisno.
Pernyataan ini adalah sebagai penetapan berlakunya wali hakim untuk
menikahkan pemohon. Sehubungan pengajuan kehendak nikah disampaikan
Kabupaten Kebumen, maka

ke k:
kantor Urusan Agama K ecamatan Gombong

an menjadi wali hakim diserahkan kepada Kepala

Penetapan pihak yang ak
mengajukan pendaftaran kehendak

Kantor Urusan Agama tempat pemohon
nikah, walaupun domisili pemohon adalah di Kota purwokerto Utara.

nomor 1 tahun 1974, memang pendaftaran

Berdasarkan UU perkawinan
h bagl calon mempelai bisa memilih di antara

d '
an pengajuan kehendak nika
dari dacrah/wilayah kota yang

mereka perasal

d . -
ua wilayah/daerah, apabila
mempelai, dengan syarat harus ada

salah satu calon

berbeda, asalkan di tempat
Surat pengantar atau istilah lainny2 surat andon nikah dari Kantor Urusan
Agama di mana tempat domisili pemohon yang disampaikan kepada Kantor
Urusan Agama tempal dimana 2 akan melangsungkan pernikahan.
yang berdomisili di Purwokerto, namun

AmbarWatis

Se ;
bagaimana Susi
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Kantor Urusan Agama kecamatan Gombong,

mendaftarkan nikahnya di

Kabupaten Kebumen, tempat domisili calon suaminya.

Hakim menetapkan wali hakim pernikahan pernohon, disesuaikan

dengan tempat pendaftaran kehendak nikah mereka. Karena ini merupakan
or Urusan

salah satu kelengkapan syarat yang sebelumnya dari pihak Kant

Agama Kecamatan Gombong menyatakan kurang memenuhi syarat mereka

etujuan wali. Selain itu, penunjukan

menikah dikarenakan tidak adanya pers
Kepala KUA Kecamatan Gombong juga demi efektifitas kerja, petugas
yelenggarakan pernikahan mereka.

adalah: Menghukum pe€

Pencatat nikah, dalam men
mohon untuk

Diktum penctapan selanjutnya

g timbul dari perkara ini sebesar Rp. 80.500,-

membayar semua biaya yan
(delapan puluh ribu lima ratus rupiah)-

Hakim menghukum pemohon, mengandung arti, bahwa perbuatan
permohonannya

lah ini tidak ada yang dilawan, maka

Pemohon dalam pengajukan pada dasarnyd memang

Mmemerlukan biaya. Karena dalam masa
biaya tersebut di bebankan kepada pcmohon selaku pihak yang mempunyai

kepentingan untuk menyelesaikan masalah.
Kata menghukum dalam kalimat ini bukan berarti biaya yang timbul
sini sebagai penetapan dasar

menghllkum di

Sebagaj hukuman. Namun
hon untuk membay

terhadap pemo

ar biaya perkara.

ketentuan pembebanan
¢ dictum penetapan di atas, dapat dipelajari bahwa dengan
at di

Dari ke emp _
.+ dan untuk orang yang

Penetapan tersebut perlak
ahnya dan dengan

adanya yaitu pemohon dari wali ay

Memperoleh hak dari P

R R ST
ey
T

[ S 3
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calo IRy . .
n mempelai. Di luar perkara Int., atau dalam perwalian yang lain, maka

penetapan wali ‘adlal atas Warid Rahardjo, tidak berlaku, kecuali terdapat

k
asus yang sama dengan pengajuan yans sama.

n dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan

n kasus wali ¢adlal. Dengan nomor

- Analisis dasar penetapa
Agama Purwokerto dalam menetapka

Penetapan: 02/pdt.p/2000/P.A. Pwt.

terlebih dahulu hakim mempelajari perkara

Sebelum hakim menetapkan,

¢ hakim lebih cermat untuk menetapkan

sebenarnya. Hal ini dilakukan agad

Pertimbangan dari berbagai sumber yang diambil oleh hakim sangat penting

u o
ntuk menjadi dasar penetapanﬂ)’a-

pan nomo 2/pdt.p/2000/P.A. pwt. Tentang

Sebagaimana pencta
alam kasus adany

pel'mOhOnan dispensasi/ijin nikah d a Wali ‘adlal, hakim

annya sebagiamana perikut ini:

mengeluarkan diktum penetap

honan pemohon.

1
- Mengabulkan permO
parwati untuk dikabulkan

Permohonan pemohon: s nama Susi A™

menikah deng
ditolak oleh petu
g ketika mendafiar hendak nikah,

an Budiono, telah dikabulkan.

Jalam maksud hendak
gas pencatat nikah di

Sebelumnya permohonan mereka

Kantor Urusan Agam? (KUA) Gombon

rang lengkaP

dikarenakan tidak adany? atau tidak sanggupn
n ini,

Sehinggd denga

persyaratan. Kekurang lengkapan itu

dengan alasan ku
ya pihak mempelai wanita

KUA mengeluarkan surat

menghadirkan wali.

e
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pemberitahus
itahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari KUA

Kecamata
atan Gombong Kebumen Nomor: K/18/pw.01/ 16/2000 tertanggal 6

M
aret 2000 yang ditandai dengan P.4.

A . . e
tas kekurangan 1ini, KUA memberikan saran adanya penyelesaian

den r :
gan mengajukan kasusnya ke pengadilan Agama dimana tempat

sebagimana dalam Undang-Undang

d *« egw
omisili yang bersangkutan,

Pe i
rkawinan Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab 11, pasal

6 .
ayat 5 tentang syarat-syarat Perkawinan:

ntara orang-orang yang disebut
h seorang atau lebih

Dalam hal ada perbedad pendapat G
ka Pengadilan dalam

d
alam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau sala

pendapatryd ma

d.
J:’enlara mereka tidak menyatakan
rah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungan perkawinan
memberikan ijin setelah lebih

tersebul dapat

tersebut dan (4) pasal

atas permintaan Orang
dalam ayat (2, (3:

d

i :'hlgu mendengar orang-orans
Menggunakan afadz, “makd pengadilan dalam daerah hukum
erkawinan”, [tulah alasan

n melangsungan p

3 .
empat tinggal orang yang aka
pada P.A Purwokerto. Sebab

mengapa permohonaf disampaikan ke
di purwokerto, ssehingga mendafiar ke

pemohon yang berdomisili

rto,

disesuaikan dengan domisilinya. Sehingga

Pengadilan Agama purwoke
urwokertolah

n |.ckuasaan rel

yang mengeluarkan penetapannya.

Pengadilan Agama p
atif pengadilan. Artinya,

sebut denga

Inilah yang di
enis dan satu tingkatan dalam

yang satu J

kekuasaan penagdilan
n Pengadilan yan

n kekuasad

snya pahwa tia

pel‘bedaanya denga g sama jeﬂiS dan sama

n. Lebib jela p-tiap Pengadilan Agama

tingkatan lai

141,

ng Undang perkawinan, hal. 140-

4
Soemiyati, Hukum perkawind
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mempunyai wi 4
punyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai ‘yurisdiksi

relatif” te »liputi
rtentu, meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam

keadaan te i
tertentu  sebagal pengecualian mungkin lebih atau mungkin

Kurang ey s
ang. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan

ke 2r (Y HE
Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan

s
ehubungan dengan hak cksepsi tergugat. 5

Pertimbangan hakim, sehingga mengabulkan permohonan adalah
k
arena telah lengkapnya bukti-bukti yang menunjukan bahwa calon

gan calon suaminya Budiono sudah sepakat

mempelai Susi Ambarwati den
enjalin bahtera ruma

yata yang dapat menghalangi

d
an berkehendak untuk m h tangga. Keduanya sudah

sepakat dan tidak ada halangan yang n

ih adanya hubungan darah, tidak

alnya sebab mas

perkawinannya, mis
ga telah melakukan kesepakatan

sekufu dan lainnya. Keduanya ju

suami melamar pemohon.

sebelumnya dan bahkan telah calon

a alasan yang masuk akal, bagi walinya

Oleh karena itu, tidak ad
pernikahan orang yang ada

menolak maksud

si Ambarwati. Untuk itu Pengadilan Agama

yaitu Warid Rahardjo untuk
dalam perwaliannya yaitu Su

menetapkan dikabulkannya
menggunakan lafadz

penetapannya

« gdalah berdas?rkan pertimbangan

Pada awal isi surat

13
mengabulkan permohonant pemchon

_ 26. Dikuatkan lagi dengan

\_———//
s .
Raihan A. Rasyid [ukum Acaré peradilan Agama. Hal. 26
, Hukum 27 purwokerto: (0 Widyaningsig, seorang Paniters YOng
al 5 Januari 2007, yang menyatakan bahwa
dalah karena

asi vy
a
Mengy.. ancara penulis denganl p! :
iA parwati, pada tan
: e Pengadilan Agama Purwokerto, 8

angan;
pelam g}?:], ';asll; pemohon Sus! md ‘
i endafiaran ia)u i i i
imb a pemohon 'sulJ( dalam kekuasaan relatif pengadilan. Sesudl dengan UU

a
Pe'kawinnga" domisili, dan ini ™
an nomor 1 tahun 1974, pasé! © ayat 5.

e e —
e e e
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hukum, pasal 6 ayat 5 diatas, yaitu mengambil pemahaman dari

pengertian kalimat _...maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat

tinggal orang yang akan melangsungan perkawinan atas permintaan

ijin setelah lebih dahulu mendengar

orang tersebut dapat memberikan

orang-orang tersebut dalam ayal 2), (3). dan (4) pasal ini". Pemberian
sebuah redaksi surat

ijin dari Pengadilan Agama terscbut diterapkan dalam

penetapan, mengabulkan permohonan pemohon.

mohon (Warid Rahardjo) sebagai wali ‘adlal;

2. Menyatakan wali nikah pe
ari pemohon Susi Ambarwati, bukan

Penetapan telah <adlalnya wali d

Hal ini dapat dilihat dari proses yang berjalan

sebuah perkara yang mudah.
rtimbangan yang jeli dan matang

langsung- Perlu p€

serta kekuatan bukti yang dapat dipertanggungé jawabka

selama persidangan ber
n secara moral dan

agama, bahwa telah penar-benar, wali tersebut memang ‘adlal untuk

g dalam perwaliannya:
iadi bahan pertim

a bab 1L, adanya pertimbangan

menikahkan orang yan
pangan hakim sebelum

Beberapa hal Yang men)

Penetapannya sebagaimana disebutkan pad

ran Menteri A

gama Nomor 2 Tahun 1984 Yyang

berdasarkan Peratu

berbunyi:

Peraturan Menteri Agam? No.2/1987;

Pasa] 2:
mana tersebut dalam ayat (1)
Agama yang mewilayahi

nyatakan ‘a
Pasal inj ditetapkan de” gan kep uty san P ngadxlan
tempat tlnggal calon mem, l i Wan”a

—— i L
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Atas dasar dua pertimbangan tersebut, maka majelis hakim

ebab mengapa wali tersebut menolak

selanjutnya mengali alasan atau

untuk menikahkan. Dalam hal ini wali nasab tersebut diundang untuk

hadir di persidangan, dijadikan scbagai saksi dan bukan sebagai tergugat.

r maka darinya akan diminta alasan

Apabila ' wali tersebut hadi

yang dalam perwaliannya

keengganannya menikahkan perempuan
san dari wali ini yang kemudian akan

tersebut. Dengan mengetahui ala

selain dikuatkan dengan bukti saksi lain,

dijadikan dasar penetapannyd,

seperti tetangga pemohon atau lainnya.
g secara hukum agama atas perempuan

Sebagai pemegans otorita

untuk menikahkan, pada dasarnya 8 adal
penerapannya. Bisa

Pengertian ini mem
u menolak atas kehendak

jadi karena melindungi, ia mencegah ata
menikahnya perempuan yang dalam perwaliannya, atau bisa juga ia
bahkan wajib membantt mempercepat dan mencarikan calon pasangan
dalam perwaliannya. Karena ia

suaminya untuk perem
ahagiakannya. Bukan

emb
bertanggungjawab 2t untuk

menghalang—halangi’

termasuk dalam kategori menyengsafaka“'
ahwa benar wali yang ada, yaitu Warid

Untuk itu, sebelum jelas b
kan Susi Ambarwati, apakah atas

gan menikah

kan itu, atau karena alasan yang tidak

dasar yang masuk akal
pukti. Bukti utama adalah persaksian dari

hakim perlu

masuk akal, maka

ah pelindung atau penolong.
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walinva sendiri. Hal ini '
va sendiri. Hal in1 agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan

Sebab k
cd e ‘e .l 1 3 4
udukannya scbagal wali memiliki otoritas untuk menolak

apabila terbukti ada

perkawin: .
vinan yang akan atau bahkan telah terjadi,

alasan-alas: ;

n-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Dalam huk inan di

JJam hukum perkawindn ditetapkan pase! tentang pencegahan
» perkawinan dapat dicegah

perkawinan, yaitu pasal 13, yang berbunyi:

apabil - ]
a ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk

» 6 Galah satu pihak yang dapat mencegah

me :
langsungkan per'kau'inan.

perkawinan itu adalah wali nikahnya, sebagaimana bunyi pasal 14 bahwa:

para keluarga dalam garis
saudara, wali nikah, wali
mempelai dan pihak yang

inan jalah

(19
Yang dapat mence
ke pawah,

keturunan lurus ke
e .

fb’ ngampu  dari salah seordns
erkepentingan.””

kadang pencegahan dari wali juga memiliki dasar

Oleh karena itu ter
dan hakim tidak

atau alasan yang dapat dibenarkan.
i terjadi hal terse

boleh menetapkan

but maka penetapan

wali ‘adlal atasnya- Apabila sampa

ertanggungiav
Ambarwati atds
ya yaitu Budiono bin

terebut tidak bisa dip
penolakan wali untuk

Dalam kasus pemohon Susi

on dengal C
minta pihak'Pihak

alon pasangann

menikahkan pemoh
a dengan M€ yang bermasalah untuk

sebagai saksi, sampai

Sutrisno, yang jug
an tidak

3 kali pemanggilan d

hadir di pengadilan,
tanpa saksi

p berjalan walaupun

mau datang, maka
g sah (wali) yang tidak datang

hon) atav k

wali
ali. la (pemo
I, 142.

rhkawinan Indonesia, ha

6 S .
lo?mlyat, Hukum
bid, hal, 142.
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menghadap persidangan, diputus dengan putusan verstek, yaitu putusan

yang tanpa kehadiran tcrgugat/pemohon. 8 Boleh atau tidaknya memutus

g dengan pemanggilan yang patut. Dengan kata

dilakukan, maka belum boleh

verstek berkaitan langsun

lain sebelum pemanggilan yant patut itu
diputus verstek. ’

Pemanggilan secard patut dilakukan, artinya:

adi yang bersangkutan atau kuasa sahnya
disebutkan diatas.

termohon (dalam perkara yang
alinan permohona.

a sahnya selambat-
hari disini termasuk

I) Disampaikan kepada prib
atau meialui Lurah/Kepala Desa seperti
2) Panggilan kepada tergugat atau kepada
centiosa), harus dilampiri salinan gugatan/s
3) Panggilan sudah diterima oleh pihak atau k.uas
lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka, t1ga

0

dan hari libur.

e e e L e L

|
pengadilan juga mengambil saksi lain yang

‘ Sebelum perkara verstek,
imbangan- Dua saksi yang dihadirkan adalah, A.

akan dijadikan bahan pert
yo bin Ahmad Syairi, semua saksi ‘

{ Karta dan walu

Syaifudin bin Asmaw
taan yang di buatnya.

di hadirkan dan disumpah, a1as kebenaran pernyd

-saksi yang hampir sama, yaitu; keduanya |

Dan atas pertimbangal saksi
a, keduanya |

menyatakan kenal dengan pemohon dan calon suaminy

yatakan adan

gctahlli, dan

ya penolakan dari wali untuk

mengetahui dan MeP
menyatakan tidak adanya

n keduanyd men
an calon

menikahkan, da
inan pemohon deng

mencegah perkaw

hubungan yang dapat
untuk dijadikan perti

adalah pukti

mbangan hakim.

| . o« *
‘ suaminya, maka in

Acara Peradilan Agama, hal. 104,

:ze"gatakankz;};,an ":; . Rasyid, a:r‘ad?;::,u Aygama ada istilah “pcmohon dan termohon” tetapi
m wa di lingkunga? s ri ini harus dibaca sebagai tergu at. f
Yata Ef-l'rnoh on sebagai bihak. ‘Termohon dalam kasus scpert! [ ag Bug
1bid: hal. 104.
Ibid: hal. 86. |
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Bukti lain yang juga dihadirkan, sebagai saksi adalah calon

suaminya. sendiri, yaitu Budiono. Alas keterangan yang disampaikan

dimuka pengadilan. bahwa Bahwa dia sudah kenal dengan pemohon dan

pernah meclamar pcmuhon dengan baik-baik serta semula diterima akan

tetapi 6 bulan kemudian (anpa alasan yang jelas wali berubah pikiran dan
terlihat tidak simpatikdengan calon suami terbut. Selama itu pula
hubungan pemohon dengan calon suami tidak retak, bahkan keluarga

suami tetap mendorong untuk tetap menikah dengan pemohon.
Atas dasar bukti surat-surat yang ada, sumber penolakan utama
berdasarkan surat dari KUA berupd pembcritahuan adanya halangan atau

Kecamatan Gombong Kebumen

kekurangan persyaratan dari KUA
Nomor: K/]8/pw.01/16/2000 rertanggal 0 Maret 2000 yang ditandai
halangan cersebut adalah karena wali tidak

dengan P.4, maka jelas bahwa

mau atau enggan menikahkan-
dan saksi di atas, yang kemudian

sarkan pukti
rang masuk akal. Untuk

Hal itu berda
disimpulkan oleh hakim scbagai alasah yang kU
yaitu warid Rahardjo ditetapkan sebagai wali

itu, wali nikah sebenarny?d
ang sudah baligh,

< P 1 ita
adlal. "' yaitu wali yans tid kahkan wanita y

yang akan menikah dengan S

an, bahwa lasan yang
idak masuk akal, dan
perileh berdasarkan

mengamk

. persidangal :
:heﬂddSar d;ldyanmgs.h sclaky }; ada 1r‘;1 parena penolakdn wa.h dianggap U
1da) K vy menr:;njdtdpan wall l Ditam ah beberapd a bukti Jainna. Penulis
an iri p(.,rSl .
¢ara dengannya pada tang8d! ° = Ty
Slamet Abidin dan Ammudm, i

ilid 1, hal. 96.
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3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong
‘ Kabupaten Kebumen selaku wali Hakim sebagai wali dari pernikahan

‘ antara Pemohon (Susi Ambarwati pinti Warid Rahardjo) dengan Rahmat

|

: Budiono bin Panji Sutrsin®:
| .

| Penetapan ini dimulai dengar. adanya proses awal pengajuan
aimana diketahui, bahwa tempat pengajuan

kehendak nikah sebag

kehendak menikah perada di Kota tempat calon suami pemohon. Sehingga L ‘|
pemohon perlu melengkapl surat-surat rekomendasi menikah atau andon

nikah dari KUA domisili

\

\

Utara yang nantinya !

a

diajukan ke KuA tempat E
I

|

&

Setelah dalam pemenu

terdapat kekurangam: karend tidak @
_ Dengan proses sesual proscdur,
| \

g menolak

KUA Gombon
t, maka keluarlah surat

. H i dapa
mai, nnya tldak
r 'mi pemohon

baik anjuran, upaya da
ah. Atas dasa

.]

dianjurkan mcngajukaﬂ pe

tempat domisili pemohon:

gama PurWO

pengadilan A
ar wilayah absolut sesama

atau Kotamadya, pamun tidak dari

kah. Pendaftaran pemohon,

peneta halangan ni
gan
n adalah sebagai jawaban atas
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pemberitahuc ATmrip -
ritahuan halangan, dan emudian menetapkan wali hakim yaitu

kepala K ) )

pala KUA Gombong sebagal walinya.

Sprs . . .

Penetapan ini menurut penulis sesual dengan peraturan yang ada
b

ukum Islam di Indonesia, pasal 20 ayat 1

vaitu berdasarkan Kompilasi H
yang berbunyi: “Yang hertindak sehagai wali nikah ialah seorang laki-laki
yang memenuhi syardt hukum Istam yakni muslim, agil dan baligh.””
Beberapa kriteria yang ada sesuai dengal pasal tadi jelas ada pada diri

scorang kepala Kl JA.

Sedangkan kebolehanny? menikahkan, walaupun bukan wali
nasabnya, ialah didasarkan pada pasal 20 ayat 2 butir b, bahwa - Wali
nikah terdivi darl: 8. wali nasab, p. Wali Hakim. »14 Dasar alas an lain
h Peraturan Menteri Agama Nomor 2

yang dijadikan pertimbangan adala
Tahun 1984 dan Kompilasi HUKU™ (slam, yang berbuny:
987, pasal 2 dan 4

Peraturan Menteri Agama No.2/1

Pasal 2:
' menikah di wilayah Indonesia

(1) Bagi calon mempeld! anita yang akar - -
: ks;,-a_teritor:al Indonesia ternyata tidak
Wali Nasabnya tidak

atau diluar negerl/*‘v’ilayah ¢ perhak ata
- . . N : ab ang erha
empunyai Wa'l asab V' 7 atau perhalangan aiau Adhal, maka

memenuhi syard ai

 atau Mé qu slang

Nikahnya dapat dilangsung n dengan walt' hakim.

(2) Untuk mgnya[akaﬂ adlalnyd Wali sebagaimand tersebut dalam ayat
dengan keput

(1) pasal ini ditetapkan usan Pengadilan Agama yars
calon mempe

mewilayahi tem at u'nggal
s i iksa dan mene

() Pengadilan Agamad memer
cara sin, ata grmohondnt calon memp
g Jai wanild.

AY
menghadirkan wali calon mempe

‘adlalnya Wali dengan
elai wanita dengan

Pasal 4:

hal. 20.

" Depag. R.L K ompilasi HY
Ibid: hal. 21
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(1) ch[)altz Kantor Urusan Agamd Kecamatan selaku Pegawai Pencalal
Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk
menikahkan mempelat wanita sebagai dimaksud pasal 2 aydt (1)

peraturan ini.
(2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan berhalangan @ 1k ada, maka kepald Seksi Urusan

Agama Islam alds namda
advd diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama

Kabupatern/Kotam
Menunjuk Wakil/Pembarniti pegawai P elrgcatal Nikah untuk sementara

menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.
m Islam pasal 23, ayat | dan 2 juga disebutkan

ali hakim ‘dalam menikahkan karena adanya wali

Dalam Kompilasi Huku
akan kebolchan wak W

‘adlal, yaitu:
pertindak sebagai wali nikah apabila wali

Pasal 1. “Wali hakim dapat
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak
diketahui tempat (inggalnya ot ghaib atat enggan .

Pasal 2. * Dalam hal wali ‘adlal ate¥ enggan maka wali hakim baru
da aa?' pertin ak sebagdi wali nikah ?'f’telah ada putusan
' wali tersebut.

Berdasarkan pertimbangan beberap? pasal peraturan dan KHI diatas,
pertimbangan yang diperoleh

bahwa status wali hakim diberlakuka atas dasar
si, sehingg? telah jelas, adanya keengganan

melaluj bukti dan beberaP? sak

wali untuk menikahkan-
i hakim menggunakan ibarat sebuah

2 o -

e g S )P

gamad Republik Indonesia,

\———-/
(kg 5 Menteri Agamd ’eraluran-l’eraturan Mentert A
a| .nte , 1.
rta: Dillé”inbapcra, 1994), hal- 984-985-5
Ibid; hal 22
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ya:l .-'1 J(I}) E;
1 )) [

haki
tkimlah _1-’(1:11: me mkuhkumwa

Ma‘]cl
is haki s ak
akim tidak menyebutkan dasar pendapat al-Bakry dalam ta
. penetapan
D¢ Ch()l shyr . alel 1
chan wali hakim menikahkan karcna wali nasabnya ber b
é sembunyi

t‘ nlb' i Y alr a [lrtl a e ]I,al Il a 'S

ibarat
, nam ad: .nilai
un ada puulalan bahwa dengan demikian terlihat adanya taklid
haki |
m Peneadile
wpadilan Agama purwokerto dalam masalah penetapan ini. Sebab
tidak . a
me ak: i i
nggunakan dasar pcrtnnbangan hadits tentang wali hakim yang ad
: a

pada sal:
a salah satu riwayat:

J" 4 oo A ¢ °

CFJ’ Lo _QW\JJ ZMLs’ J}gﬁ",\ L“’"L’"
A}\H 0o 4 - i oz" 9-7‘" LR p i DZ}
yo J6 A,.MJ\PL';“LS;”"\JQ wﬁ*’ u”‘ R

Z\\

“G\,_
“i:
1
{,j
N

o 2 , 0 -~
H o A~ /_o

kepada kami Abu Bakar pin Abu Syaibah,
- Mu'adz, Menceritakan | kepada kami

Artj
Inya: "Menceritukan
kepada kami M4 ‘adz
. Musa, dari Zihri dari ‘Urwah, dari

menceritakan
zuraij, dart Sulaimdn bin
Aisyah, ber (a Rasulullah: Siapapun wanita yang tidak
kahnyd a batal. maka nikahnya batal,
nikahan, dan suami telah

dinikahkan oleh wali, md
maka nikahmn’? patal, apabild rerjadi P’
ka baginya maharnya karena sesuall yang
abila mereka berselmh maka

menggauliny? m
didapat dart padany4 i, dan P4
enjadi wali pagi orans yang tidak punya wali “

penguasd

\__//
A pdtp! 20()()/1’./\. pPwt. Mengutip pendapat Abu Bakar Syatha
juz 11, hal. 319

vuin
Wi [bnu Majah, Hal. 605.

" Surat Penctapan No™ or: #°
arah pathul !
: yni, Sunan

ddl¢
m kitz
ﬂsh fanarut Tholibiin fi- ar
Abu Abdillah Mub ammad pin yazid Al Qoz

L |
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Wali hakim adalah wali yang sah yang dapat menikahkan wanita yang

telah dewas:
ah dewasa dengan calon pasangannyd yang sekufu. Adapun yang bertindak

sebagai wali hakim adalah kepala KUA, sebab merckalah yang bertugas
Penunjukan ini sebagai dasar

secara langs _
cara langsung dalam masalah pernikahan.

hukum bagi scorang kepala KUA untuk mau menjadi wali hakim pernikahan

mereka.

Menghukum Pemohon untuk membayar semud biaya yang timbul dari perkara
Ini sebesar 80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

\ terakhir ini ) scbagai akibat dari biaya

Redaksi isi penetapdl adalal
ara ini adalah perkara permohonan, dan tidak

erke
ada pihak lawan seperti dalam kasus gugatan, maka pihak yang ada hanya
ermohon, dalam masalah ijin

proses scluruhnya. Karend p

satu, yaitu pemohon, dan tid
ibebankan kepada pihak yang

Menikah, Oleh sebab itu biaya yans ada di
a tersebut sebagaimana pas

Mengajukan yaitu pcrmohonan. Biaya perkar

al 90

dyat | (a), (b), (c) dan (d), meliputi:
orai Yang diperlukan:
a matert’y .emah dan biaya pengamb;[an

a. Bi biay
aya kepaniteraan a’an ;
Biaya untuk para 59 . saksi ahlk pzﬁf
sumpah » diperlu ndaiam perkar L dan tindakan-
pakyang ¢l melakukan P pemeriksaan an tindakan
dilan dalam perkara itu;

¢ Biaya yang dzperluk untu o
lindakan lainnyd yang diperlukan ole m iy o

d. Biaya pcmang,gif pemberttahuan,ka ar:

) ra itu.
pengadilan yang perkenadnt dengan Per
a. Penetapan besar biaya
i i i uk dalam khas negar
Biaya in! pantinya mas

i dalam peraturan pemermtah mengenai

putusan telah diat

ard Peradi!an /

16
> Raihan A. Rasyid: Hukum A€
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1 - -3 £ - L .
besarnya biaya perkara. Pasal 90 ayat 2 menyebutkan: Besarnya biaya

n Mahkamah

Agama dengan perselujud

perkara  diatur oleh menteri

3

vl
Agung. ™

p{/

B fpsd al. 272,




BAB VY

PENUTUP

A. Kesimpulan'
maka dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil kajian penulis,

uan perkara kasus pe

rmohonan ijin dispensasi .

|
.
Dalam penctapan atas penga)j
mbarwali binti Warid Rahardjo selaku pemohon,
|

al, Majelis Hakim

menikah dari Susi A
gaduan wali ‘ad
melaksanakan Proses penyelcsaiaan penctap

n meminta kelengkapan berkas

yaitu denga
angan, meminta para ‘.

tentang adanya pen

|

Pengadilan Agama |
-

an sesuai dengan prosedur ;
!

|

hukum yang berlaku,

honan, menyelenggarakan persid
serta meminta keterangan

persidangan permo

pihak memberikan keterangal dan alasan.
engenai pengetahuan mereka tentang adanya

beberapa pihak lain m
maupun alasan dan

ntuk menikahkan,

lakan wall U
Peraturan Menteri Agama R.L

sal 2 ayat 3

permasalahan pene

sebab lain. Sebagaimand pa

Nomor 2 tahun 1987
kan ‘adlalnya Wali dengan

emeriksan dan menetap
calon mempelai  wanita dengan

(13

Pengadilan Agama m

cara singkat 195 Hermo e
menghadirkan Wali calon merm. elai warito:
rat Penetapan

g perisi tentang dikabulkannya beberapa

menetapkan wali ‘adlal atas walinya

permohonan pemohon
permohonan pemohon untuk

dan M
;

yang secbenarny?
ik Indonesid, hal. 984.

]
Menteri Agama R.1. Perdf
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ijin/dispensasi .
ispensast menikah dengan walinya adalah wali hakim yang ditunjuk

oleh Pengadilan Agama.

Beberapa pertimbangan hukum yang dijadik=n dasar penetapan
g Perkawinan Nomor 1 tahun 1974,

terscbut diantaranya, Undang-Undan

mor 2 tahun 1987, Kompilasi Hukum Islam,

Peraturan Menteri Agama No
onesia Nomor 7 Tahun 1989 -

ang Republik Ind

maupun Undang-Und
tentang Peradilan Agama. Berbagai bahan pertimbangan ini dijadikan

asus wali ¢adlal.

dasar penetapan hakim dalam k
gunakan lafadz “mengabulkan

Awal isi surat pcnctapannya meng

permohonan pemo
14 1974, yaitu mengambil

ayat 5 UU perkawinan Tahun nomor

« . .maka Pengadilan dalam daerah

pemahaman dari pengerti

hukum tempat tinggal orang Yl
pat memberikan ijin setelah lebih dahulu

ng rersebut da

ngan perkawinan atas

permintaan ora
am ayat 2), (3), dan (4) pasal ini.

ng rersebut dal

a
gan pasal ini yang dijadikan alasan ;

mendengar orang-or
Menurut penulis, dasar pertimbaﬂ

pertama.

dictum penetapan
yang berbunyi:

Peraturan Mentcri A
ebagaimanad tersebut dalam

Pasal 2: “Untuk menyatakan sadlalnyd wali s
ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama

ayat (1) pasal ini
hi rempat tinggal calon mempelai wanita » 2

yang mewilayd

Republik Indonesia, hal. 984

Peraluran— Peraturan Menter!
i

2
Menteri Agama R.1




3.

75

Berdasarkan pasal peraturan ini. majelis hakim Pengadilan Agama

tempat ti . . .
pat tinggal calon mempelai wanita melakukan proses penclesaian
an tersebut, wali nasabnya diminta hadir

Sed: .
edangkan dalam penyelesal
an. Hal ini sesuai dengan

dalam perseidangan untuk memberikan keterang
pasal 3 Peraturan Menteri Agama R.l. yang berbunyi «pengadilan Agama
ara singkat atas

Inya Wali dengan ¢

tapkan ‘adla
menghadirkan Wali calon

memeriksa dan mene
j wanila dengan

Getelah proses dilaksanakan, terbukti wali telah

permohonan calon mempt’la

mempelai wani!a.3
enggan dengan alasan yang tidak masuk akal.
A Gombong untuk menjadi wali hakim. Hal

Hakim menetapkan kepala KU
pangan pasal

«Bagi calon meé

{, Peraturan Menteri Agama R.L.

ini didasarkan atas pertim

yang perbunyi: mpelai wanita yang

Nomor 2 Tahun 1987
r negeri/wilayah ekstra-

nesia atay dilua

akan menikah di wilayah Indo
nyai Wali Nasab yang berhak

teritorial Indonesia ernyald tidak mempy

ridak meme

Nikahnyd dapat

nuhi  syard alau mafqud alau

atay Wali Nasabryé
dilangsungkan dengan

berhalangan ala¥ Adhadl, makd

wal i hak"m4
Wali hakim yang diberi wewenang perdasarkan surat penetapan ni

Kecamatal G
ya: pertimban

ombong- Sebab, ada beberapa alasan

adalah Kepala KUA
Yang dijadikan dasar diantaraﬂ gan kedua adalah dasar dari

Kompilasi Huku

\_____’__/

3
1bid, hal 984.

4 I .
bid. hal 984.




76

Pasal 1. “Wali '
CWali h(.:kun dapat pertindak sebagai wali nikah apabila wali
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidali

diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan ”

vali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru
i nikah setelah ada putusan

rsebut.

Pasal 2. ** Dalam hal)
dapat pertindak sebagai wal
pengadilan Agamad (entang wali te

um Islam di [ndonesia, pasal 20

Sesuai pula dengan Kompilasi Huk

pertindak sebagai wali nikah ialah seorang

ayat | yang berbunyi: “Yang
laki-laki
aki-laki yang memenuhi syarat'hukum Islam yakni muslim, aqil dan

A sudah memenu

ikahan. Serta dasar pertimbangan

baligh.”“ Maka Kepala KU hi persyaratan tersebut, maka

wali hakim pern

berhak baginya menjadi
« Wali nikah rerdiri dari: a.Wali

pada pasal 20 ayat 2 butir b, bahwa

nasab, b. Wali Hakim- "7
ielas kebolehan wali hakim menikahkan calon

sebagaimana pada kasus Susi

pasangan yang padany? terdapat wali <adlal;

Rahardjo deng

an calon pasangannya Budiono bin

Ambarwati binti Wwarid

Panji Sutrisno.
alam khas negara. Penetapan besar biaya

inya masuk d
raturan pemerimah

Biaya ini nant
mengenai

atur tersendiri dalam P¢
sal 90 ayat

menteri Agamad dengan P€

putusan telah di
«Besarnya biaya

2 menyebutkan:

besarnya biaya perkara- Pa
rsetujuan Mahkamah

perkara diatur oleh

Agung. »8
u
5
depag. R
g RL,g hal22 o pygum 15l DI Indonesia, hal- 20.

°D
, epag. R.I. Komp!
X Ibid: hal. 21.

1bid: hal. 272.
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Bo
Saran-saran

Saran penuli
n penulis dalam masalah ini adalah:

Jami kasus Lemacam ini, maka masih ada jalan

l. Kep:
Kepada mercka yang menga
keluar y ' :

ar yang bisa ditempuh untuk bisa menunikan hajat pernikahannya,
hnya. Dengan pertimbangan bahwa

sekali :
alipun wali nasabnya mencega

pen P . .
olakan wali tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang

g dibenarkan oleh hukum maupun

ad ;
a, atau tidak berdasarkan alasan yan

perundang-undangan-
untuk tidak menghalang—halangi anaknya

2. :
Sebaiknya kepada pard wali,
i atas pertimbangan

yang benar sesuai hukum dan

untuk menikah kecual
aslahatan bagi si anak

ertimbangan kem

da atau karena P
wali itu tidak berdasar, atau

peraturan yang a
tersebut, karena apabila pcnolakan menajdi

idak jelas,
halangi hajat hidu

maka hal ini dapat merugikan anaknya

berdaasrkan alasan yane t
) berumah tangganya,

karena telah menundd atau meng
ik keluarga antara wali dengan

serta dapat menyebabkan 1

anaknya itu.

C.
Kata penutup
penguasd seluruh alam yang dengan

Segala puji bagi Allah SWT,
Nya sehinggad

h dan inayah- penulis dapat menyelesaikan
mua pihak yang

rah
mat, taufiq hiday2
telah berjasa

Penyusunan skripsi ini. Dan kepada s
moril maupun materiil, penulis ucapkan banyak

e : :
mberikan bantuan bat
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erima kasih. semoga amal saudara sckalian mendapat balasan yang setimpal

dari Allah SW'T.

a upaya maksimal yang telah

Akhir kata penulis mengakui bahW

dilakukan dalam penyusunan skripsi ini belum bisa memberikan hasil yang
an bahkan jauh dari

maksimal. Hal ini karend masih banyak kekurang
an sangat penulis harapkan agar

kcsempllmaan. Maka dari itu saran dan masuk

u setidaknyd men

gurangi kekurangan yang ada dalam

bisa mcmperbaiki ata

penulisan ini.
Hanya sedikit harapan bahwa semoga kekurangan ini masih dapat
dimanfaatkan oleh pembacd secara umum, dengan melakukan koreksian-
engembangan ke arah yang

enaran serta P

koreksian, pembetulan atau pemb
ri Allah SWT kepada kita semua.

lebih baik. Semoga hidayah tetaP tercurah da

Amin.
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DEPARTEMEN AGAMA RI
PERPUSTAKAAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NLGERI (STAIN)
PURWOKERTO

\-\// At Alamat : JI. A, Yani No. : 40 A, Te!p. (0281) 635624 Purwokerto 53126

o e A Ty

, ey 8 me s

b e e

SURAT KETERANGAN WAKAFK
No. = Sti.26/Ka. Perpus/HM.02.2/ 043/ /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

'Ruchanak
. 982b40%8

.
e

—
. <

vere s
AT

. Sarjanal/S 1
é‘—}arf'dh / AS

Program

Jurusan/prodi
akaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :

Toian imenyerahkan w

Jt_.'du.' buku
Pengarang-
Jumlah ... eksemplar.

00, 00 (empat puluh ribu rupiah)

Atau uang sebesar Rp. 40. 0
t untuk menjadi maklum dan dapat

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dn‘bua
digunakan senerlunya. |
purwokerto, 12 Maret - 2007

Kepala perpustakaan
,.
s o
W AN -
\l /'//v' 4
- . “ \.)S



DEPAICTENMEN NGAMA
SEROLAH TINGGE AGAMA ISEAM NEGER]
(STAIN) PURWORERTO
JURUSAN SYARIAL
Alaat: 30 Jend. A Yani No. 410 A Telp. 0281-635624 Fax. (636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANCAN
STA. 26/K]S/PP.0GS/ o 5 /2007

Yu g bercanda fang in Jdi baaah ini Ketua Jurasan Syvarial 0 e

Nama - RUCIHANATI
"NIM - 98264028
Semester o XVIHI

Prodi - AS

Mahasiswa terscbut benar-benar telah melaksanakan ujian homprehensif pada

hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2007 dengan nilai v+,

. e i lami bual untuk dapat Jigunakan sebagaimana
Demikiar: surat keterangan i ke | ) :

n1estinya.

o 20 Februart 2007

— .;’::_\ l;ul-w()l\‘cl'l(l,

T
A n,,,'}\
A v s =l N
e SIS U
Ny Niady
| '




DEPARTEMEN AGANA RI
SEICOLAILL TINGGT AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) P URWOKERTO
vani No. 40 A Telp. 0281-63 564 Fax. 636553

Alamuat @ JL Jend. A
Purwokerto 53126 o

o gt b ]

B.EKOMENDASI MUNAQOSYALL

Assalamu'alailcum Wi, Wb,

tanpan dibawall ini, Dasgen Pembimbing Stripsi atas namg

Yang bertanca
mahasiswa sebagai herikut:
1. Namea
72 No. Induk Mahasiswa
. Jurusan/Prodi
4, Angkatun Janun
5. Judul Skripsi

: RUSHANALL

: 93264028

- VBYANI' AR /A3

. 1996-1999

' ALAL DALAN PoRNIKS
ANQTAPANJPLHGADILAH

: ‘.'MLI
(STUQI”ANALSISI Pl
“1OMOR:02/pdt . n/2000/PA Pt

™

| atas sudab ciap untik dimuna. josyahkan setelah
lel STAIN purwalkerto.

nenjadikan ralcium

Bahwa Skrips: saudary tersebul d

syural Yuhg
Jan mendapatlkan

ditetaphan ©

memenuhi syarat-
i ini dibuat untuk ¢

VHAN
AGAHA PURM QLT

Demikian Rr,:l:umcmlzas

penyelesaian sebafe

Wh.

Wagsalarnu'alaikurs Wwr.

Jdmana mes tinya.

Dibuat di . pucwokerto
SOGT

pada tanggal 13 Haret

Peml imbing,

et

o s WA
our'd ui. Sbedlio
- __—,_-.__-._..._._.-_,.-__
~ oD ”_\C
T

NIRRT



DEPARTEMEN AGAA RY
SEROLA TINGGL AGAMA. ISLAM NEGIGRE
(STAIN) PURWOKERTO
© Alamat : JL Jend, A. Yani No. 40 A Telp. 0281 -635674 Fax, 636‘353
Purwokerto 53126 -

.2 s

—

...............

Purwokerto, e AR ¢ R

Hatl : Biodata Mahusiswa

Kepada=Yth :
Ketus Sekolah Tingg: Agmma Islam
Negeri (STAIN) Purwolzrto

Piumwokerto

Assalamu'elaikum Wr. Wh.

Guna memenchi syarat-syarat untuk memenuhi Munagosyah Slo psi, maka dengan
ini says sampaikan Biodata sebagai berikut :

1. Nama s CHAN AN
4. Nomor Induk Mahasiswa f““' Ched
3. Jurusan/Prodi YARTAN /AL
4. Angkatan tahun R T5 |
LNYMAS, BT SESIT L AT
A d BN

A, 'I'empat/Lm;ggnl latiir .
P51 PGS IR JU e

faal e M jt
6. Asal Sekf’f'ih /o Tt ALLAL s LM P AT UTAL (opvaT AN LLTeTE
. gl . I C (i pAK (3
7. JU.dUI SIC_UJJSI .f_;_.‘.'.\';;:;l}u NP :rh n" & LN GaNLLAY O 14 PaE \:’l!"l;_, ”
poNGE: ¥2/9dter /200, P Put)
gy g0 01, 9D pEOY. Cil. P
8. Alamat ase! 5 ”;;. iy
9 Alumat sckaraig o
- a. Ayah: geEal o Al
10. Nama orailg tua/wali \ :
b. Ibu: LATRK B ) |
(cl:isi ole petugas
11. Pekerjaan 07818 (ua/witd - )
' *'nunaqosyuh
12. Tanggal Jalus 1
13. Indeks Prastast Kuznu]nuf s ol ]
14. Nomor ija=al |
a untuk 1v.enjadikan periksa

Lar-benarny
dengan seber
Ji saya buat Bt

i, '
Demikian bionatd i1

dan guna seperluny:
! . Caya ters

Wassalamu'alailku Wr. Wb. "
- \} / ,

x" 3 | A 4
< Wy
NIivE




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAII TINGGE AGAMA IS AM NIEGIERI
(S'l'f-\lN) PURWOKERTO
AN DAN PENGABDI
ani No.40A Telp. 0
purwokerto 53120

PUSAT PENELITI
Alamat : JL Jend. A.Y

SURAT KIE'I’ERAN(?;‘\N
Nomor : STA.26/ PIM/PP.06/ o4 /2000

; I 4 T Yoorve Tt . Yoapyae H
\ Y. yala Pusac Penclitian dan Pengabdian
Yang bertanda tangih di bawah mi Kepala | : aabdic

1) STAIN pPurwokerto menerangkan bahwa :

Pada Masyarakat (P3N

Nama : RUCI-IANAH
NIM ; 98264028
h /AS

Jurusan/Prodi @ Syart @
. ' 7 217N Aq. P T o I
| mc.nwikuri [Culiah oer)i Nyata (l~.l\M Maliasiswa STAIN
th ny i }
Kee. kebasen Kab.

2002 di Desa nvandiranean

Benar-benar tel
Purwokcrto  Angkatan [N tahun
Ba“}’“mils dengan n]cmpcl'ulch nilan: Q6 A
- L sobeni _henarnyd untuk dapi
Demiki Leterangdh ini dibual dengan $:bINAr benarn. f
emikian surdl keleranss
d'pe"gUnakan seoagnimmm mestinyd

'1-_.EUFW0kerto, 9 Agustus 2000
% DEFTIR,

- 3

¥ 7z /
‘I‘, D‘F

L ‘
D - Ma Utyn Yusuf
NPT 246 732

AN PADA MASYARAKAT
281-63562 1 Fax, 636353
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e —

- DIPAIRCT AN ACANA R
SEROLATETINGGT AGAMA ISLAM NEGER]
(STAIN)

i1 dend. A Yant No. A Pelp 028163502 Fax.63655 ¢ Purwokerlo 53126

CULRZ T IEETERANGAN LUL LS SEM INAK
NIOR - STA26/K JPP.009/ et T/ ak

Yang brtanddatangan dibawah ini, Ketui Sidang Geminar Propesal Skipsi Jurasan
Nyaviah STAIN Purwvoierto menerangkan deengan sebenarayi Db

Nama ftuhanah
NI1iv 9g2( 4028
Semeste XVI

Prodi AS
Jurusan Syari=ai

roposal Skripst dengan Judut:

i P
o, fpdt .p/R000/P A PWE

Jaati ectaksanukan Sem

PERETIKANAN (studi analisis Putusas

Lonar-bentar @

WALI ADLAL DALAM

Denggan dinyatakan - LU LS/ THI AR FAHAS
ain proposal? _ .

Referensi

Dan dengan perub hasil sentnar propuosil sbbh:  —
~ Penanbd han

Demikian sl Leterangan ini dibuat antuk digonakan sehagai syl untuk
inelakulan riset e penulisan Gkripsi program s
D buat S Purwokerto

irada Faned " 9 NI
Rt IR t;,.&.,ul A J:lll LaUD

Noderater

A etahut
; -“Z{px RNy Syarialt

; — ‘A}t@m&}%u"
/ posr. tutfi ugnied A

aidiyad 2t T hueveyd




I. Mernbaca

PEMERINTATT KABUPATEN BANYUMAS

% BADAN PENELIT - RA

_, IAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN

. ‘ IAN F . A =RAH
Jin Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 3?7?2314!)?4% "

Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangleiarda@banyumas.go.id

Purwokerto 53115

A Y AT 1 . OO I PIAYOw I 0TSO AR AL RO LS00, AV A POUIIN € 019 0 AL YOM PP P ey
SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 070.1/. 296 /2006

1. Surat dari Pembantu Ketua | Sekolah T1inggr A¢ i
2luz gama Islam Negeri Purwokerto tan
'Dgsember 2006 No. © STA 26/PK.I/PP.009/3429/2006 perihal Permohonan ljingl%iasle‘:
ndividual
2. Surat Rekomendasi Kepala

070 1/892/XI1/2008 Tanggal 27 Desember 2008
aan mengenai kegiatan ilriah dan pengabdian key ada masyaraka¢ perlu

Bakeshanghinmas  Kabupaten  Banyumas  No:

Il. Menimbang :  bahwa kebhijaksan

dibantu pengemba gannya.

l1l. Memberikan ijin kepada .

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilm
dengan kete

B0

2N o»

RUCHANAH

Mama :

Alamat - Buntu Rt. 02 Rw. 03 Kioya Cilacap

Pekerjaan © MATTASIS A

Judul Penelitian - WALI ADLAL DALAM PERNIKAHAN * STUDI ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PWT NO. 02/pdt.p/2000/P.A

Bidang . Syariah

Lokasi kegiatan . Pengadilan Agama Furwokerto

Lama ber'aku . 1 Bulan ( 29 Desember 2006 s/d 29 Januari2007 )

Penanggung jawab - Drs. Moh. Rogib, M:Ag.

Pengikut -

iah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas
ntuan sebagai berikut .
ksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat

Pelaksanaan kegiatan dima
ap peraturan perunaang-undangan yang berlaku.

a.
melakukan tindakan pelanggaran terhad
b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebik dahulu melaporkan kepada penguasa
setempat. .
c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juaa petunjuk-petunjuk dari
. pejabat pemerintah yang berwenang.
d. Apabila masa perlaku Surat ljin Penelitian sudah beraknir, sedang pelaksanaan kegiatan belum
selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi permohon.
e. Setelah selesai  pelaksanaan kegiatan  dimaksud menyerahkan  hasilnya kepada
BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyurnas.
DIKELUARKAN DI PURWOKERTO
PADA TANGGAL @ 29 Desember 2006
An. KEPALA BALITBANGTELARDA
KAE EN BANYUMAS
Tembusan £ mas Kabupaten Banyurm.an,

1.

3.
4. Arsip {

Ka. Bakesbanglin

2 Ka. Depag Kaiwup
Ka. Pengadilan Agama

aten Banyumas.
pPurwokerno,

Balitbangle!arda) -
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Nama

Tempat Tanggal lahir
Jenis kelamin
Agama

Alamat

Nama Orang tua

Riwayat Pendidikan
Pendidikan Formal

Dem

tanpa men

. a. SDN Buntu [1I Kroya Cilacap lul

jkian daftar riwayat hidup i
ambah serta mengurangi sedikitpun.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

. Ruchanah

. Banyumas, 31 Desember 1979

: Perempuan

: Islam

. Buntu RT 02/ RW 03 Kroya Cilacap

. a. Nama Ayah . Supandi (alm)
b. Nama lbu : Roicah

us tahun 1992

b. MTS MWI Kebarongan, lulus tahun 1995

c. MAMWI Kebarongan lulus tahun 1998

d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2002

ni saya buat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 30 Maret 2007

Penulis,

RUCHANAH
NIM. 98264028
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